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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bawa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar
Nasional Indonesia usaha pariwisata, diperlukan
penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian
terhadap Standar Nasional Indonesia sektor jasa;

bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4
Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian
terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional
Indonesia Sektor Jasa belum mengatur mengenai skema
penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia
usaha pariwisata sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4
Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian
terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6225);
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan
Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun
2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap
terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional
Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1310);

6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor
29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1459);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

Pasal I

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020

tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar

Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) yang telah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional:

a  Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020
tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar
Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018 );

b Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun
2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap
Standar Nasional Sektor Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);

diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor jasa
meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
pengelolaan pariwisata alam;
proses laundry rumah sakit;
pasar rakyat;
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian
lingkungan di tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata;
pengelolaan pendakian gunung; dan
usaha pariwisata.

pao o

.o

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kepala BSN menetapkan Skema  Penilaian
Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. skema Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam

tercantum dalam Lampiran [;

b. skema Sertifikasi pengelolaan laundry rumah
sakit tercantum dalam Lampiran II;

c. skema Sertifikasi pasar rakyat tercantum dalam
Lampiran III;

d. skema  Sertifikasi kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan di
tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata tercantum dalam Lampiran
IV;

e. skema  Sertifikasi pengelolaan pendakian
gunung tercantum dalam Lampiran V; dan

f. skema Sertifikasi usaha pariwisata tercantum
dalam Lampiran VI.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Feberuari 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.
KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR  JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM
A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI
pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Pengelolaan pariwisata alam SNI 8013:2014 Pengelolaan
pariwisata alam

B. Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan pariwisata alam.

C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian Kesesuaiaan dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi.
Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang
telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065,
Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi
Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata
alam.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup
pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan
ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga  Sertifikasi harus menyusun format
permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan seluruh  informasi sebagaimana
tercantum dalam angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh
pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas
hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat
mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang
mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian berbasis SNL

www.peraturan.go.id
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1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan
a. Informasi Pemohon

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama
dan kedudukan atau jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan
permohonan Sertifikasi;

2. legalitas wusaha sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan sebagai bulkti
pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. jenis usaha pariwisata alam;

4, alamat usaha pariwisata alam;

5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan
luasan area; dan

6. pernyataan bahwa  Pemohon  Sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses Sertifikasi dan bersedia memberikan
akses terhadap lokasi dan/atau informasi
yvang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi
dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. Informasi Proses Pengelolaan Pariwisata Alam:
1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel

penanggungjawab  pengelolaan  pariwisata
alam;

2. Dokumen penataan ruang untuk areal
pariwisata alam;

3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan
pariwisata alam paling sedikit meliputi:

i) Penataan Fungsi Ruang

iij Pengamanan

iiij Pengelolaan Kawasan

iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam

v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan
sistem informasi

vi) Perencanaan

vii) Pengelolaan Pengunjung

viii) Penyediaan sarana prasarana

ix) Pengelolaan sarana prasarana

x) Penataan kelembagaan

xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya
kegiatan pengelolaan

xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan
kawasan, produk wisata alam, sarana dan
prasarana, pengunjung, penataan
kelembagaan)

xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan
kawasan, produk wisata alam, sarana dan
prasarana, pengunjung, penataan
kelembagaan)

www.peraturan.go.id



2023, No.164

Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah
lengkap dan memenuhi persyaratan, serta
memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk
menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.

b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan
oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai
dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui

persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan
oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan
perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga

Sertifikasi.

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
persyaratan permohonan Sertifikasi yang
disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem
manajemen yang relevan yang diajukan untuk
di Sertifikasi;

2) lingkup Sertifikasi yang diproses;

3) kriteria evaluasi yang digunakan;

4) tim evaluasi;

5) metode evaluasi;

6) waktu pelaksanaan evaluasi;

7) durasi evaluasi; dan

8) agenda evaluasi.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau
tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis

pengelolaan pariwisata alam;
2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik

audit;

3) Pengetahuan tentang SNI;

4) Pengetahuan tentang standar sistem
manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen
Mutu (SMM);

5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga
Sertifikasi;

6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan
pariwisata alam; dan

7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan
organisasi pemohon Sertifikasi.

www.peraturan.go.id
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3. Determinasi
3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi
yvang disampaikan Pemohon pada huruf D angka
1.3;

3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan
melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk
kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;

3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;

3.1.4. melakukan review alokasi sumberdaya untuk
audit tahap 2;

3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap
2;

3.1.6.Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon
harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2

3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode
audit yang merupakan kombinasi dari audit
dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
inspeksi, atau metode audit lainnya.

3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel
penanggungjawab unit pengelolaan
pariwisata alam  terhadap  konsistensi
pemenuhan pengelolaan pariwisata alam
terhadap persyaratan.

b. pengelolaan sumber daya termasuk
personel, bangunan dan fasilitas, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam
sesuai dengan angka 1.3 huruf b poin 3,
huruf D.

d. ketersediaan dan pengendalian dokumen
informasi terkait pengelolaan pariwisata.

3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga
Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier
Pengelolaan Pariwisata.

3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua),
ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus
diberi kesempatan untuk melakukan tindakan
perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (review) dan keputusan
4.1 Tinjauan (review):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan

seluruh  persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian

keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari

permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1

(satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

a. Penetapan keputusan  Sertifikasi dilakukan

berdasarkan hasil review.

www.peraturan.go.id
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b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan
oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak
terlibat dalam proses evaluasi.

c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan
oleh satu atau sekelompok orang yang sama
dengan yang dilakukan review.

d. Rekomendasi untuk  keputusan  Sertifikasi
berdasarkan hasil review harus didokumentasikan.

e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara
tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan
menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan
keputusan tersebut.

f.Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan
untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah
lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan
Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus
disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga
Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu)
bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak
memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga
Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali
dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat
Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi
setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi
berlaku selama 4 (empat) tahun setelah
diterbitkan.

b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam
paling sedikit harus memuat:

. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;

. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;

. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;

nama dan alamat organisasi pengelola
pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat
usaha pariwisata alam);

6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan
sesuai dengan SNI;

7. status akreditasi atau pengakuan lembaga
Sertifikasi;

8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa
berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama Lembaga
Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[ S R

www.peraturan.go.id
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E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi

Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui

kegiatan Surveilans. Lembaga  Sertifikasi harus

melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam
periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18
dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.

2. Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola
pariwisata alam untuk mengajukan permohonan
Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42
setelah penetapan Sertifikasi.

2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang
disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal,
maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan
evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut
(investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi
khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang
ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang
ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan
Sertifikasi
1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi

1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam
dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.

1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi
dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan
surveilans.

1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan
Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan
apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan.
Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait
dengan perubahan lingkup.

2. Pembekuan Sertifikasi

2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki
ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga
Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus;

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

2.2 Lembaga  Sertifikasi harus membatasi periode
pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pencabutan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi

apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki
ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan
Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; dan

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

www.peraturan.go.id
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. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan
keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi
dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan
banding.

Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada
publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi
pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang
diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni)
https:/ /bangbeni.bsn.go.id.

Pelaporan Sertifikasi
Lembaga Sertiflkasi harus menyampaikan perkembangan
Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.

Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon
mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui
surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat
persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang
dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNIL

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan
kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang
diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah
memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id
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Dengan ukuran:

Ly

Keterangan:
y=1llx
r =0,5x

Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam
di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat,
publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha
pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI
berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PROSES LAUNDRY RUMAH SAKIT

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI
proses laundry rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Proses laundry rumah sakit SNI 8836:2019 Proses laundry
rumah sakit

B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi proses laundry rumah sakit
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait proses laundry rumah sakit.

C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian Kesesuaiaan dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi.
Sertifikasi proses laundry rumah sakit dilakukan oleh LPK
yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC
17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup proses
laundry rumah sakit.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup proses
laundry rumah sakit, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang
lingkup vang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format
permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam
angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh
pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat
mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang
mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian berbasis SNL

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

www.peraturan.go.id
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a. Informasi pemohon

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama
dan kedudukan atau jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan
permohonan Sertifikasi;

2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan (misal legalitas
sebagai laundry dan/atau rumah sakit);

. alamat usaha laundry;

. profil usaha proses laundry;

. apabila Pemohon mengajukan Sertifikasi atas
kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain
atau yang disubkontrakkan, menyertakan
bukti perjanjian yang mengikat secara
hukum terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh pihak lain; dan

6. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia
memberikan  akses terhadap lokasi
dan/atau informasi yang diperlukan oleh
lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan
kegiatan Sertifikasi.

b. Informasi proses laundry rumah sakit:

1. nama, alamat dan legalitas hukum proses
laundry rumah sakit (apabila berbeda
dengan legalitas pemohon).

. struktur organisasi.

. desain dan tata letak bangunan laundry.

. diagram alur proses laundry.

daftar bahan kimia pembersih, desinfektan

dan bahan pengemas.

daftar peralatan proses laundry beserta

rinciannya.

7. informasi terkait dengan proses laundry

rumah sakit paling sedikit meliputi:

i) dokumentasi terkait tahapan proses
laundry dari tahap penerimaan linen
kotor sampai penyerahan linen bersih;

ii) dokumentasi terkait pengendalian
proses laundry;

ilij dokumentasi penerapan HACCP pada
alur proses laundry;

iv) dokumentasi penerapan hygiene
personel;

v) dokumentasi penerapan sanitasi;

vi) dokumentasi pengelolaan limbah; dan

vii) laporan hasil uji sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk kualitas
air, linen dan air limbah.

w4 W

Uk W

o

2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah
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lengkap dan memenuhi persyaratan, serta

memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi

untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
b. Tinjauan permohonan  Sertifikasi  harus

dilakukan oleh personel yang memiliki

kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan

Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap
dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon
menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang
ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan
penandatanganan  perjanjian  Sertifikasi  oleh
Pemohon dan lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi
a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari

persyaratan permohonan  Sertifikasi yang

disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan
sistem manajemen yang relevan yang
diajukan untuk diSertifikasi;

. lingkup Sertifikasi yang diproses;

kriteria evaluasi yang digunakan;

tim evaluasi;

metode evaluasi;

. waktu pelaksanaan evaluasi;

durasi evaluasi;

agenda evaluasi; dan

. rencana sampling.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel
atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi
sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang praktik manajemen
bisnis proses laundry rumah sakit;
2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan

P NOUHWN

teknik audit;
3. Pengetahuan tentang SNI proses laundry
rumah sakit;
4. Pengetahuan  tentang  standar  sistem
manajemen:
- SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu
(SMM); dan
- prinsip HACCP;
sesuai yang diterapkan oleh pemohon
Sertifikasi.

5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga
Sertifikasi;

6. Pengetahuan tentang sektor bisnis proses
laundry rumah sakit; dan

7. Pengetahuan tentang produk, proses dan
organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

www.peraturan.go.id
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3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup
pemeriksaan awal terhadap  kesesuaian
informasi terdokumentasi yang disampaikan
pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap
lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan
peraturan terkait; dan

3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu)
menunjukkan ketidaksesuaian terhadap
persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan
untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan
lembaga Sertifikasi.

3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui
audit proses laundry dan sistemm manajemen
mutu serta pengujian produk;

3.2.2 Audit proses laundry dan sistem manajemen
mutu dilakukan pada saat pabrik melakukan
proses laundry atau pada kondisi tertentu
dilakukan melalui simulasi proses laundry;
dan

3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang
merupakan kombinasi dari audit dokumen
dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4 Audit dilakukan terhadap:

a) tanggung jawab dan komitmen personel

penanggung jawab usaha laundry

terhadap konsistensi pemenuhan
persyaratan proses laundry;
b) ketersediaan dan pengendalian

dokumentasi terkait proses laundry rumah
sakit, termasuk hasil pengujian berkala
sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk kualitas air, linen dan limbah;

cjpengelolaan sumber daya termasuk personel,
bangunan dan fasilitas, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

d) tahapan proses dan pengendalian laundry
dari tahapan penerimaan linen kotor
sampai penyerahan linen bersih;

e)kelengkapan serta fungsi peralatan laundry;

f) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi
atau hasil verifikasi peralatan pengukuran.
Hasil verifikasi peralatan dapat
ditunjukkan dengan prosedur yang
diperlukan untuk mencapai kondisi atau
persyaratan yang ditetapkan; dan

g) pengemasan, penanganan, dan
penyimpanan linen.

3.2.5 Apabila Pemohon telah menerapkan dan
mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen
Mutu yang relevan dari Lembaga Sertifikasi
vang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan
akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA
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dengan ruang lingkup yang sesuai, maka

evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap angka

3.2.4 huruf c) sampai dengan huruf gj.

3.2.6 Pengujian terhadap kualitas air dan linen

a) kualitas air dilaksanakan  dengan
melakukan pengambilan sampel oleh
personel yang kompeten dalam
pengambilan sampel. Titik pengambilan
sampel air dilakukan di fasilitas
pengolahan air yang digunakan untuk
pembilasan setelah proses main wash

(proses  desinfeksi). Pengujian  air
dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

b) Pengujian terhadap linen dilaksanakan
sesuai dengan SNI 8836;

c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang
telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk
lingkup yang sesuai. Penerapan ISO/IEC
17025 dapat dibuktikan melalui:

1. Akreditasi oleh KAN;

2. Akreditasi oleh badan akreditasi
penandatanganan saling pengakuan
dalam forum Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) dan International
Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC); atau

3. penilaian yang dilakukan oleh lembaga
Sertifikasi terhadap laboratorium.

3.2.7 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium
Pemohon, maka lembaga Sertifikasi harus
memastikan kesesuaian kompetensi dan
imparsialitas proses pengujian yang
dilakukan, misalnya melalui penyaksian
proses pengujian.

3.2.8 Laboratorium pemohon yang digunakan
untuk pengujian produk yang di Sertifikasi
harus memenuhi persyaratan angka 1 atau 2
sebagaimana tercantum dalam angka 3.2.6
huruf c).

3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2
(dua), ditemukan ketidaksesuaian, maka
pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan kebijakan
lembaga Sertifikasi.

3.2.10 Apabila hasil pengujian dari laboratorium
menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat
dilakukan pengujian ulang maksimal satu
kali dengan mengambil sampel ulang dari lini
produksi atau gudang penyimpanan produk.

4. Tinjauan (review) dan keputusan
4.1 Tinjauan (reviewj:

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan

seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian

keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari
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permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evalusi tahap 1

(satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI.

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan
berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari
proses review.

b. Penetapan  keputusan  Sertifikasi  harus
dilakukan oleh satu orang atau sekelompok
orang vang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

c. Penetapan  keputusan  Sertifikasi dapat
dilakukan oleh satu orang atau sekelompok
orang yang sama dengan yang dilakukan review.

d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi
berdasarkan hasil review harus
didokumentasikan.

e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara
tertulis kepada Pemohon Sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan
keputusan Sertifikasi, dan harus
mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

f.Apabila  Pemohon  Sertifikasi  menunjukkan
keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi
setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak
memberikan  Sertifikasi, Pemohon dapat
menyampaikan permohonan untuk melanjutkan
proses Sertifikasi.

g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi
harus disampaikan oleh Pemohon kepada
Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat
1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan
tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh
lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat
dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian
yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat
kesesuaian kepada Pemohon yang telah
memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat
kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah

diterbitkan.
b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI
paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik
lainnya;

. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
. nama dan alamat pemohon;

wn S WwN

. pernyataan kesesuaian yang mencakup nama
dan alamat usaha laundry yang dinyatakan
memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI:
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6. status akreditasi atau pengakuan lembaga
Sertifikasi;

7. tanggal penerbitan sertifikat dan masa
berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

8. tanda tangan yang mengikat secara hukum
dari personel yang bertindak atas nama
Lembaga Sertifikasi.

E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan
melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus
melaksanakan surveilans 2 (dua} kali dalam periode
Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-12 dan
bulan ke-24 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pemohon
untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang
paling lambat pada bulan ke-30 setelah penetapan
Sertifikasi.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai
dengan tahapan pada Sertifikasi awal.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus
dalam rangka audit tindak lanjut (investigasi) atas keluhan
atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka
investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh
auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan
investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta
dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan
pencabutan Sertifikasi
1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup
Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila

Pemohon:

a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian
yang diterbitkan oleh pembaga Sertifikasi pada
saat surveilans danj/atau saat evaluasi khusus;
atau

b) menyampaikan permintaan pembekuan
Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode
pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.
2.3 Lembaga  Sertifikasi melakukan  pencabutan

Sertifikasi apabila Pemohon:

a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian
yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi
melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

b) menyampaikan permintaan pencabutan
Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.
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H. Keluhan dan banding
Lembaga  Sertifikasi harus mengembangkan  aturan
penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan
kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan
keluhan dan banding,

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada
publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi
proses laundry rumah sakit yang disertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang
diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni)
https:/ /bangbeni.bsn.go.id.

J. Penggunaan tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon
mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui
surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang
dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis
SNL
Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan
kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang
diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis
SNIL
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian proses laundry
rumah sakit yang telah memenuhi SNI adalah sebagai
berikut:

&
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Dengan ukuran:

Keterangan:
y=1lx
r =0,5x

Tanda SNI dapat digunakan oleh pemohon di kemasan
laundry, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang
berkaitan dengan Ilaundry rumah sakit yang telah
memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat
kesesuaian yang telah diperoleh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.
KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

A.  Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pasar
rakyat sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk Persyaratan SNI
Pasar rakyat SNI 8152:2021 Pasar rakyat

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait Pasar rakyat.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
Pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN
berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian — Persyaratan
untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup
Pasar rakyat.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh
informasi terkait Persyaratan Permohonan Sertifikasi.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan
Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan
tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan  atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
Sertifikasi;

2. dokumen legalitas operasional pasar dari
instansi/lembaga yang berwenang atau bukt
pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukt
kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau
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tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang pasar rakyat:

1. nama pasar dan tipe yang diajukan untuk
disertifikasi;

2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

3. alamat pasar; dan

4. denah pasar;

c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat:

1. struktur organisasi pengelola pasar, jumlah personil
organisasi pengelola pasar, nama dan jabatan
personel penanggung jawab pengelolaan pasar
rakyat;

2. informasi dokumentasi terkait sistem manajeman
pengelolaan pasar yang paling sedikit memenuhi
persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan
dalam SNI 8152:2021;

3. apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun
menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar),
sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh
organisasi pengelola pasar yang relevan dengan
persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari Lembaga
Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN; dan

4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar
berdasarkan tabel 1 pada SNI 8152:2021. Formulir
isian evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1.

Seleksi

2.1

2.2

Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi
yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan
memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan
kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk
menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi mencakup tinjauan
hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.

2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang
diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap)
pemenuhan  persyaratan SNI maka Lembaga
Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon
untuk melakukan perbaikan.

2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI
Pasar rakyat.

Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi  persyaratan serta  pemohon  menyetujui

persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh
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Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian
Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari
permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh
pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana
evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi,
tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar
rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup Kkegiatan
evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar,
untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional,;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip,
praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai
SNI Pasar rakyat;

2. pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;

3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen
mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001
dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;

4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;

5. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa
perdagangan atau pasar rakyat; dan

6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan
proses pengelolaan pasar rakyat.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai

angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah
tim.

E. Determinasi
Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1
(satu) dan penilaian tahap 2 (dua).
1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan
dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1 (satu) menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu)
sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi
Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak
melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1, Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi
terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta
audit sistem manajemen pengelolaan pasar,

2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi
harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan
dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana
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diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta
melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai
dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi
dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.

2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam
operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan Sertifikasi.

2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap
persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2
dari SNI 8152:2021.

2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar
mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.

2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk
memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI
8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen
seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas
dan tanggungjawabnya.

2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan
kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara,
observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan
jasa atau layanan yang tidak sesuai.

2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga
Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan
1. Tinjauan

1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan
penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta
tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan
mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.

1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.
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2.6 Apabila pemohon  menunjukkan  keinginan untuk
melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan
tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.

2.7 Permohonan  melanjutkan  proses  sertifikasi  harus
disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis
paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan
keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh
LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi
tahap 2 (dua).

3. Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi
menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian
berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya;

b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;

c) nama dan alamat LSPro;

d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

e) nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda
dengan alamat pasar)

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;
g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang
dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam
SNI 8152:2015 dan Lampiran 2;
2.  SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat.
h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;
i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan
j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
yvang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1  Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan  Surveilan. Lembaga Sertifikasi  harus
melaksanakan kunjungan surveilan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam periode Sertifikasi. Surveilan 1 (satu) dilakukan
paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan
Sertifikasi. Surveilan 2 (dua) dilakukan paling lambat 18
(delapan belas) bulan setelah surveilan 1 (satu).

1.2,  Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar
pada saat surveilan.

1.3. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi
berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit
sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan survailen
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juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa
pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana
pasar.

1.4, Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi kondisi
kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi
tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka
audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote
audif) dengan menggunakan media yang disepakati untuk
mendapatkan bukti objektif.

Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai
sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka
dapat dilakukan pembekuan Sertifikasi.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan
tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan
dan keputusan pada huruf D,

2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar
pada saat Sertifikasi ulang.

2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi
kondisi kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga
Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon,
maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman
dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan
menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan
bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1.

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi
yang ada.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup
dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun
terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi
terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah
maupun bersamaan dengan surveilans.

Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian
dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan
kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI
sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI
dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan
dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1.

Pengurangan lingkup Sertifikasi
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Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi
selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau
evaluasi khusus;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau
saat evaluasi khusus; atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi
kepada LSPro.

2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.
2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas
waktu yang ditentukan; atau

c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan
oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J.  Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan
keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan
imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar
rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik
terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut
tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. ‘Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro
lain (LSPro penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya, atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.

3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSPro penerima.

4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSPro penerbit.
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5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro
penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus
Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans)
yang sedang berjalan.

6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan

transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses

transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi

terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka

LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap

pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit.

Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima

menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat

dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan danj/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

~I

Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi
SNI adalah sebagai berikut:

GNI
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Lampiran 1 Evaluasi Mandiri

2023, No.164

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
Jumlah pedagang (Dapat melampirkan informasi
i terdaftar SSH- R terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
R (Dapat melampirkan foto dan/atau
2 Legalitas ada informasi terdokumentasi terkait)
a. Loltssi Prkiar Sesuai ll?apal mefamp:rkan foto 4an/atfzu
persyaratan informasi terdokumentasi teriait)
4 Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
= keschatan persvaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat [(Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
3. pangan yang ada
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
i Kenyvamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
e Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
ini 2
- Ukuran luas ruang :;n.x)mal =
: dagan i
S e Los
minimal 1
m? *)
Aksesibilitas/ akses Terpisah fOcipat malampirioan fato dan/ ata
8 patuk kehiar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada ®)
9 Akses untuk kursi ada {Dapat melampirkan foto dan/atau
g roda informasi terdokumentasi terkait)
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi o Tanym
kering
Siap saji
Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terikait)
lahan pasar
Tersedia (Dapat melampirkan foto dan/atau
12. At honghr- auint khusus informasi terdokumentasi terkait)
barang -
ada *)
Lebar Minimal 1,8 m | /[Dapat melampirkan foto dan/atau
13. . Minimal 1,5 m informasi terdokumentasi terkait)
koridor/ gangway -
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pclaksanaan sidang Minimal 1 kali | (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam 1 tahun informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau
R |,y el pasar informasi terdokumentasi terkait)
e r =
Lokasi toilet dan Mifinal beride ll_)apa mefamprrkan Jfoto qan/arf.zu
kamar mandi 2 informasi terdokumentasi teriait)
17. i ; pada 2 lokasi
(terpisah antara pria berbeda
dan wanita) FORE bex
Minimal 4 teoilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 4 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang - (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
: masuk, dan 4
0. t '
2 Tempat cuci tangan Soliat ymiig
berbeda di area
pasar
Minimal 2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
21. | Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
Minimal berada | [Dapat melampirkan foto dan/atau
22. | CCTV pada 2 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
yvang berbeda
Minimal 2 {Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
{Dapat melampirkan foto dan/atau
24;: | perhaming aa informasi terdokumentasi terkait)
25 Pos Pelayanan d (Dapat melampirkan foto dan/atau
~" | keschatan pasar ada informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
20 [Foskemnunm B informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
Al [Ans ek o informasi terdokumentasi terkait)
o s [(Dapat melampirkan foto dan/atau
28 | Rusng sanitasd eln informasi terdokumentasi terkait)
. (Dapat melampirkan foto dan/atau
2
99 [\Ares penghijican - informasi terdokumentasi terkait)
z Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
30. | Lantai 5 z : 2
persvaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi mcja tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
a1 pcnju‘ala‘n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32, |Penggunaan ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
| . (Dapat melampirkan foto dan/atau
33 | ek ey asi ada informasi terdokumentasi terkait)
2 Tabung pemadam s {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | kebakaran informasi terdokumentasi terkait)
5 D {Dapat melampirkan foto dan/atau
e | Hetamats i informasi terdokumentasi terkait)
Sesuai [(Dapat melampirkan foto dan/atau
26.;, | Penahaysan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
N . Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
] persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
y Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
S0, | Dminanc persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
20. Pf:ngujian kualitas Sctiap 6 bulan (Dapat melampirka—n infor.'masi
air bersih terdokumentasi terkait)
30. Pc_ngujian limbah Sctiap 6 bulan (Dapat me!mnpirkqn infor_‘masi
cair terdokumentasi terkait)
® Sctiap (Dapat melampirkan foto)
toko/kios/lo
s /jongko/ko
a1. Ketersediaan tempat nter/pelatara
sampah n/tenda
Sctiap
fasilitas
pasar
Dapat melampirkan foto dan/atau
42, |Alat anghut sampah i (infgannasi ter:okume{uasi uzr/kait)
Tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
44 Pengelolaan sampah e (Dapat melampirkan foto dan/atau
* | berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana tcknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
MR i (Dapat melampirkan foto dan/atau
A% [ Digita¥snsltenar i informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas o {Dapat melampirkan foto dan/atau
"~ | pedagang informasi terdokumentasi terkait)
Informasi kisaran (Dapat melampirkan foto dan/atau
48. ada - R 2 ;
harga informasi terdokumentasi terkait)
49 Informasi zonasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
X ada 3 3 2 0
pasar informasi terdokumentasi terkait)
) {Dapat melampirkan foto dan/atau
50, | Proacdur kerja/BOP . informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola Kepala {Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi
Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Kecuangan,
Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan
Bidang
Pemeliharaa
n,
Kebersihan
dan Sanitasi
Bidang
Pelayanan
Pelanggan
dan
Pengembang
an
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komunitas pasar

No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
Komunitas.
52. | Jumlah pengelola Minimal 5 (Dapat melampirkan foto dan/atau
orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
ada 2 R g B
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus" adalah area atau ruangan
tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus

menerus

3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan terscbut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe II

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe Il Penilaian Mandiri
Jumlah pedagang (Dapat melampirkan informasi
1 terdaftar W=7 oreny terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Loknsi Pasar Sesuai (L?apat me_lampu‘kan foto 4an/ at'au
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang ada
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
i Kenyamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang :;ll'llmal 2
' dagan
gang 1o
minimal 1
m*)
Aksesibilitas/ akses Terpisah (Rapal selaimpirkon fota day/ atat
8. otk kaluar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada %)
Akses untuk kursi {Dapat melampirkan foto dan/atau
9. ada 3 X i s
roda informasi terdokumentasi terkait)
* Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi ¢ Pioge
kering

e Siap saji
e Non pangan

pasar

Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Arca parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
Tersedia (Dapat melampirkan foto dan/atau
12, Area: hong o khusus informasi terdokumentasi terkait)
barang
ada *)
Minimal 1.8 m | /Dapat melampirkan foto dan/atau
Lebar = Z R F 7
13. B Minimal 1,5 m informasi terdokumentasi terkait)
koridor / gangway -
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pelaksanaan sidang Minimal 1 kali (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam | tahun informasi terdokumentasi terkait)
16; | Kmitor pengelon di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau

informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe II Penilaian Mandiri
Lokasi toilet dan Minifial Hatuda (l?apat me_lampu‘kan foto t{an/ata.:m
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17. . 2 pada 2 lokasi
(terpisah antara pria s bt heta
dan wanita) yane
Minimal 3 toilet | [(Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 3 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang d {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas G informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 3
20. | T t tangan g
empat cuci Sl et
berbeda di area
pasar
Minimal 1 ({Dapat melampirkan foto dan/atau
21 Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
22, | CCTV pada 2 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
yang berbeda
Minimal 1 {Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
2%. | Arexscrbaguna nga informasi terdokumentasi terkait)
Pos Pelayanan (Dapat melampirkan foto dan/atau
25. ada % A J Y
keschatan pasar informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
28 Pol kraminnan weke informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
27.. | Arvea memknk ada informasi terdokumentasi terkait)
S (Dapat melampirkan foto dan/atau
AR, | g enite o informasi terdokumentasi terkait)
2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
29:. | Area penghijsusn ada informasi terdokumentasi terkait)
30 - Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) 5 persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi meja tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
31 pcnj\{ala_n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32 |Penggunaan ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
33, | Jalur evak i ada (I{)apat mglamptrkan foto r{an/a:fm
informasi terdokumentasi terkait)
24 Tabung pemadam d (Dapat melampirkan foto dan/atau
) kebakaran = informasi terdokumentasi terkait)
: 5 (Dapat melampirkan foto dan/atau
33, |Hidimnyair ada informasi terdokumentasi terkait)
36. |Pencahayasn Sesuai {L_)apat me_lnmpu‘kan foto c?an/ axfzu
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
S X Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
7. | Sitkulast uders persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
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38 | Dintnass Sesuai (L?apat me_lampirkan foto c?an/ atfm
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Pengujian kualitas X [ at melampirkan informasi
39. | .ir bersin Setinp p ol Daferdokumeim.si m:p{am
40. Pc.ngujien limbah Sctiap 6 bulan (Dapat melampirkqn mfmsi
cair terdokumentasi terkait)
Setiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko/kios/lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko/ko
a1 Ketersediaan tempat nter/pelatar
" | sampah an/ tenda
e Sctiap
fasilitas
pasar
(Dapat melampirkan foto dan/atau
A ey /e’ 1 —— informasi terdokumentasi terkait)
Tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
a4, Pengelolaan sampah o (Dapat melampirkan foto dan/atau
berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
oo 3 {Dapat melampirkan foto dan/atau
4 | Dignslisan Pasay el informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas (Dapat melampirkan foto dan/atau
3 ada 5 2 g 2
pedagang informasi terdokumentasi terkait)
a8 Informasi kisaran it (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | harga informasi terdokumentasi terkait)
49. Informasi zonasi o (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
. (Dapat melampirkan foto dan/atau
- e . il e informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola e Kepala {Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi
e Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,
* Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan
* Bidang
Pemeliharaa
n,
Kebersihan
dan Sanitasi
52. | Jumlah pengelola Minimal 4 (Dapat melampirkan foto dan/atau
orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi {Dapat melampirkan foto dan/atau
ada : x . :
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar
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Kriteria Tipe II

Keterangan:
1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan

tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus

menerus
3.Yang dimaksud dengan “ada”™ adalah area atau ruangan terscbut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe III Penilaian Mandiri
Jumlah pedagang i (Dapat melampirkan
1 terdaftar 230 =300 .orang terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Loknsi Pasar Sesuai (L?apat me_lampu‘kan foto 4an/ at'au
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang -
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
i Kenyamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang :;ll'llmal 2
' dagan
gang 1o
minimal 1
m *)
Aksesibilitas/ akses ada (Papat melampirkan foto dan/ atau
8. otk kaluar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada %)
ada, minimal {Dapat melampirkan foto dan/atau

Akses untuk kursi

bidang miring

informasi terdokumentasi terkait)

pasar

roda untuk masuk
arca pasar
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi * Pangan
kering
e Siap saji
Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
Arca bongkar muat ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
12, = : . s
barang ada *) informasi terdokumentasi terkait)
13 Lebar Minimal 1.5 m | (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | koridor/ gangway Minimal 1 m *) informasi terdokumentasi terkait)
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos | (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pelaksanaan sidang Minimal 1 kali (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam | tahun informasi terdokumentasi terkait)
16; | Kmitor pengelon di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau

informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe III Penilaian Mandiri
Lokasi toilet dan Minfial Hatuda (L?apat me_lampirkan foto c?an/atfm
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17 (terpisah antara pria paca T fokmnst
s vang berbeda
dan wanita)
Minimal 2 toilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 2 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang i {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 2
20. | Tempat cuci tangan Sl yiioe
berbeda di area
pasar
Minimal 1 (Dapat melampirkan foto dan/atau
21 Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
22 ceTV Minimal berada | {Dapat melampirkan foto dan/atau
’ pada 1 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
Minimal 1 (Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
‘Dapat mel irkan foto dan/atau
24:: | Arcaacrbaguna mln Iinformasi ‘::rlgokumej;ltasi rer/kcu't)
25, Pos Pelayanan e (Dapat melampirkan foto dan/atau
keschatan pasar informasi terdokumentasi terkait)
26. | Pos keamanan ada fonpt vuatamepiricnn i cleany diay
informasi terdokumentasi terkait)
at me irkan foto dan/atau
qie: |Arenmprokok il %grmasilz:gokumeﬁltasi ter/kait/
28. | Ruang sanitasi ada lPapat me.lampirkan foto ¢?an/ tm.nu
informasi terdokumentasi terkait)
- (Dapat melampirkan foto dan/atau
29., | Area penghijauan ada informasi terdokumentasi terkait)
10 fantei Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
} persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi meja tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
a1, pcnju_ala_n dari Minimal 60 em informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32, |Pcnesunaan s ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
33. | Jalur evakuasi ada (Dapat melampirkan foto dan/ atau
informasi terdokumentasi terkait)
24 Tabung pemadam ad (Dapat melampirkan foto dan/atau
” kebakaran informasi terdokumentasi terkait)
35. | Hidran air . (I{Japat me}ampirkan foto rfan/a:fm
informasi terdokumentasi terkait)
36. | Pencahayasn Sesuai ll?apat me.lampirkan foto Qan/ atfzu
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
) ) Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
37 Birkaaal udara persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
38. | Drainase Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
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No Kriteria Tipe III Penilaian Mandiri
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Pengujian kualitas z (Dapat melampirkan informasi
39 air s:!{sih Setiap 1 taln aferdokume‘:uasi tzr){ait)
30. Pc.ngujian limbah Sctiap 1 tahun (Dapat melampirkqn iry'mjmasi
cair terdokumentasi terkait)

e Sctiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko/kios/lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko /ko

a1 Ketersediaan tempat nter/pelatar
° | sampah an/ tenda

e Sctiap
fasilitas
pasar

Dapat melampirkan foto dan/atau
42,. | Alat angkut sampah uoa (in[ormasi ten:i,okume{;ltasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
a4, Pengelolaan sampah S (Dapat melampirkan foto dan/atau
berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
o 2 at me irkan foto dan/atau
g Digitalisasi Pasar nda (Iiz:}ﬁnnasil::gokumemasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas T (Dapat melampirkan foto dan/atau
pedagang informasi terdokumentasi terkait)
a8 Informasi kisaran e (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | harga informasi terdokumentasi terkait)
49, Informasi zonasi wda (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
50. | Prosedur kerja/sop ada /E?apat mghnu)irkan foto t#m/ at_au
informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola o Kepala (Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi

e Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,

¢ Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan

¢ Bidang
Pemcliharaa
n,

Kebersihan
dan Sanitasi
52. |Jumlah pengelola Minimal 3 (Dapat melampirkan foto dan/atau
Orang informasi terdokumentasi terkait)
53. Program aktivasi ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar
Keterangan:
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1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing

2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan
terscbut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus
menerus

3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah arca atau ruangan tersebut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria 'ripe v Penilaian Mandiri
Jumilah agan, at melampirkan informasi
1 lcrdaftarpcd il <23 aeng (Daferdokumeﬁmsi ter{aix)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Loknsi Pasar Sesuai l!?apaf me.lampirkan Jfoto cfan/ at.au
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai norma (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan pecnilaian informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang -
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesual norma (Dapat melampirkan foto dan/atau
i Kenyamanan penilaian informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 1 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang :xzn'x]mal =
dagang P taa
minimal 1
m *)
Aksesibilitas/ akses ada Il?apal me_lampirkan foto d.an/alfw
8. otk kaluar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada %)
ada, minimal (Dapat melampirkan foto dan/atau
9 Akses untuk kursi bidang miring informasi terdokumentasi terkait)
’ roda untuk masuk
arca pasar
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi * Pangan
kering
e Siap saji
Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
12. Arca bongkar muat ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
barang ada *) informasi terdokumentasi terkait)
13 Lebar Minimal 1,2 m | (Dapat melampirkan foto dan/atau
X koridor/ gangway Minimal 1 m*) informasi terdokumentasi terkait)
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 1 Pos | (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)

15. Pelaksanaan sidang
tera/ tera ulang

Minimal 1 kali
dalam | tahun

(Dapat melampirkan foto dan/atau
informasi terdokumentasi terkait)

16. | Kantor pengelola

Ada

(Dapat melampirkan foto dan/atau
informasi terdokumentasi terkait)
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Lokasi toilet dan Minfial berida l{)apat me.lampu'kanfoto c{cm/atfm
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17. b riaals siati 2 pada 1 lokasi
(terpis _an ra pria yang berbed
dan wanita)
Minimal 1 toilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 1 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang d (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas G informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 2
20. | T t tangan g
empat cuci tan R
berbeda di area
pasar
ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
21. |R ASI
e ada *) informasi terdokumentasi terkait)
22 coTv (Dapat me_lampzrkan foto c{an/at‘au
informasi terdokumentasi terkait)
23 y ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
- | Ruang peribadatan ada *) informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
24, |A bagun =
b 2 informasi terdokumentasi terkait)
25 Pos Pelayanan d (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | keschatan pasar aana informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
29 AT — informasi terdokumentasi terkait)
97 | Aresmerokok ada lpapat mglampxrkan foto dan/ atgu
informasi terdokumentasi terkait)
ol (Dapat melampirkan foto dan/atau
2 san <=
28. | Ruang VAR informasi terdokumentasi terkait)
- (Dapat melampirkan foto dan/atau
2
20;. | Avex penghijaaan Wit informasi terdokumentasi terkait)
. Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
30. | Lantai , : H :
pcrsyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi mecja tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
a1, pcnjt{alx;.n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32 [Penggunaan ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
al = (Dapat melampirkan foto dan/atau
A | dubarow g ada informasi terdokumentasi terkait)
34 Tabung pemadam d (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | kebakaran _— informasi terdokumentasi terkait)
X 5 (Dapat melampirkan foto dan/atau
35. | Hid --
Pt informasi terdokumentasi terkait)
Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
s Pencahay persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
. . Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
ST5: | SR o persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
38. | Drainase Sesuai (I?apat me—lampm‘can Joto t?an/ atfm
pcrsyaratan informasi terdokumentasi terkait)
39. | Pengujian kualitas Setiap 1 tahun (Dapat melampirkan informasi
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No Kriteria Tipe IV Penilaian Mandiri
air bersih terdokumentasi terkait)
Pengujian limbah z (Dapat melampirkan informasi
a0 cairgu} Setiap 1 taln ’:erdokumepr:msi ter){aix)

e Sctiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko /kios /lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko /ko

Ketersediaan tempat raee)
41. S pelataran/
tenda

e Sctiap
fasilitas
pasar

(Dapat melampirkan foto dan/atau
A2 |0k sngkot sampel i informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
44 Pengelolaan sampah iy (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
A , (Dapat melampirkan foto dan/atau
i - Ameneasac . u—ae informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
47 Informasi identitas o (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | pedagang informasi terdokumentasi terkait)
48. Informasi kisaran adi (Dapat melampirkan foto dan/atau
harga informasi terdokumentasi terkait)
40 Informasi zonasi i (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | pasar informasi terdokumentasi terkait)
50. | Prosedur kerja/SOP ada lpapat me]amp ko fisa d.an/at.au
informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola e Kepala (Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi

* Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,

¢ Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan

* Bidang
Pemeliharaa
n,

Kebersihan
dan Sanitasi
52. | Jumlah pengelola Minimal 2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
Orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar e informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
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No Kriteria Tipe IV Penilaian Mandiri

2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus™ adalah area atau ruangan
terscbut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus
menerus

3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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2. Kriteria Penilaian Mutu/Kelas Pasar Rakyat berdasarkan Kesesuaian
terhadap hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Tipe

Persyaratan (kuantitatif)

Umum (4.1)

Teknis (4.2)

Pengelolaan
(4.3)

Tipe 1 (2750 pedagang terdaftar)

- Mutu 1 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat utama. .
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat LA
kesesuaian penunjang terpenuhi

terpenuhi

Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)

- Mutu 1 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat ubama:
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpemuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat MR, -
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)
- Mutul 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat ntama:
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat JSTIMN .
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)
- Mutu l 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat N
kesesuaian penunjang terpenuhi

terpenuhi

www.peraturan.go.id
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Mutu 2 60% terpenuhi | - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
utama terpenuhi kescsuaian
- 25% -60% tingkat utama
terpenuhi

kesesuaian penunjang
terpenuhi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.

KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

A.  Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI

sebagai berikut:
No Nomor SNI Judul SNI
Kebersihan, Keschatan, Keselamatan, dan
Kelestarian Lingkungan Tempat
-2
1 ANI:9042:2021 Penyelenggaraan dan Pendukung

Kegiatan Pariwisata

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata,

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI
ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI
9042:2021.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi
pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi
permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka
1.3.

www.peraturan.go.id
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1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
dengan lokasi tunggal (single site).

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan personel  yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
Sertifikasi;

2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat
penyelenggaraan  dan  pendukung  kegiatan
pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung

kegiatan pariwisata
jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi;

2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata;

4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk
layanan yang diberikan;

5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;

6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata,
menyertakan daftar dan informasi pemenuhan
persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik
wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat
penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di
kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi; dan

7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata,
menyertakan daftar dan informasi pemenuhan
persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik
wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok
wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan
cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi
wisata yang diajukan Sertifikasi.

c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata:

struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah

personil pengelola tempat penyelenggaraan dan

pendukung kegiatan pariwisata;
2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan

Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada

www.peraturan.go.id
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SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi; dan
3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata
menyampaikan informasi terdokumentasi terkait
daya tarik wisaya, fasilitas tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung
pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021,
2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
huruf D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permochonan Sertifikasi harus dilakukan
oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan
lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 1
Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi.

2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang
diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan
oleh pemohon telah Ilengkap dan memenuhi
persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan
LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap
sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan
untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan LSUP,

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai
jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan
proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan

dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan
penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan

LSUP.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan,
waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi
sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi
pada jam operasional atau jam sibuk tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata,
untuk melihat kondisi saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran
1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi;
dan

2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal
minimal 2 (dua) mandays, Surveilan 1 (satu) mandays,
dan resertifikasi 2 (dua) mandays, Penambahan
mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas,
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dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.
Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha
dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah
karyawan, dan skala usaha.

Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
(onsite) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan
dan  konsistensi pemohon  dalam  mengelola tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai
dengan persyaratan SNIL

2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan
evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria
evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI
9042:2021.

3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan
sesuai SNI 9042:2021.

4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi
dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI
9042:2021.

6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
hari terakhir audit.

7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses
Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap
berikutnya.

Tinjauan dan Keputusan
1. Tinjauan

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi
dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pememuhan SNI 9042:2021
yang diajukan untuk disertifikasi.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.
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2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan
dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI
9042:2021.

2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.

2.7 Apabila pemohon  menunjukkan  keinginan  untuk
melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan
tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat
menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses
Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan,

2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai
dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka
permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.

3. Bukti kesesuaian
3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan
keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada
pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi.
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah
diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya;

b) nama dan alamat LSUP;

c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

d) nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata;

e) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI
9042:2021,;

h) status akreditasi atau pengakuan LSUP;

i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh LSUP
1.1 Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan
Surveilan. Surveilan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun
sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.
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1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit
sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut
hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang
mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat
kritikal yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan
kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.

1.3 Keputusan Surveilan mengacu pada huruf F tanpa dilakukan
tahapan pada huruf F angka 1.

2. Sertifikasi ulang

2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.

2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan
sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa
berlaku sertifikat berakhir, maka:

a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak
LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
dan

b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh
pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.

2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan
tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan
dan keputusan pada huruf D, E dan F.

2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3
(tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar
(force majeure) sehingga auditor LSUP tidak dapat melakukan
audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan
audit jarak jauh (remote audif) dengan menggunakan media
dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon
untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak
lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.

2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup
dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun
terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi
terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah
maupun bersamaan dengan Surveilans.

3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam
kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi
dan terbatas pada permasalahan yang ada.

4. Berdasarkan  hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat
ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka
LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon
mencantumkan tanda SNI  sejak  tanggal terjadinya
ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali
setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi
oleh LSUP.

www.peraturan.go.id



2023, No.164 _86.

I.  Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
1.1 LSUP membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak
terbatas:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada
LSUP.

1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSUP melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon
namun tidak terbatas:

a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma
(asusila} yang berlaku;

b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas

waktu yang ditentukan;
c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSUP.

J. Keluhan dan Banding
LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan
banding.

K. Informasi Publik

LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai
persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi,
dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan
yvang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain
(LSUP penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya, atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.

3. Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSUP penerima.

4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer
Sertifikasi.
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5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit
dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian)
dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau
Surveilan) yang sedang berjalan.

6. LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan
transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses
transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi
terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka
LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap
pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit.
Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima
menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat
dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan
hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa
transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.

Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI
9042:2021 adalah sebagai berikut:

SN
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atau

E

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=1Ilx
r=0,5x

Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia Care scsuai dengan
pedoman yang dikeluarkan Kemenparckraf
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Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahanan Personel yang | *Auditor Personel Pengambil
melakukan yang Keputusan
tinjauan melakukan
permohonan tinjauan
hasil
cvaluasi
Pemahaman tentang SNI v v v v
ISO IEC 17065
Pemahaman tentang proses v v v v
dan prosedur Sertifikasi
yang ditetapkan olch LSUP
Pemahaman dan v
pengalaman tentang
prinsip, praktik dan teknik
audit sesuai SNI ISO 19011
Pengetahuan persyaratan v v v v
SNI 9042:2021 Kcbersihan,
Keschatan, Keselamatan,
dan Kcelestarian Lingkungan
Pemahaman tentang sistem v v v
manajemen yvang relevan.
pemahaman dan/atau v v v
pengalaman tentang scktor
bisnis jasa atau tempat
penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan
pariwisata secsuai dengan
ruang lingkup yang
discrtifikasi®)

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI

Pengelolaan pendakian gunung sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Pengelolaan pendakian SNI 8748:2019 Pengelolaan
gunung pendakian gunung

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan pendakian gunung.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
Pengelolaan pendakian gunung dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian — Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses,
dan Jasa, untuk lingkup sebagaimana huruf A.

Dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan
pendakian gunung, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat
menunjuk LPK sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh
informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
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1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan
Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan
tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan  atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permochonan
Sertifikasi;

2. dokumen  legalitas operasional pengelolaan
pendakian gunung dari instansi/lembaga yang
berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin
berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan
merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3. pemnyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang layanan pendakian gunung:

1. nama/lokasi pengelolaan pendakian gunung yang
diajukan untuk disertifikasi;

2 SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi; dan

3. alamat pengelolaan pendakian gunung.

c. mformasi proses pengelolaan pendakian gunung:
struktur organisasi pengelola pendakian gunung,
jumlah personil organisasi pengelola pendakian
gunung, nama dan jabatan personel penanggung
jawab pengelolaan pendakian gunung;

2. informasi terdokumentasi terkait pengendalian
mutu proses pengelolaan pendakian gunung sesuai
kriteria dan persyaratan pengelolaan pendakian
gunung; dan

3. evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1 daftar periksa
evaluasi mandiri;

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi
yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan
memadai serta dapat memastikan kemampuan
Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti
permohonan Sertifikasi.
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI.
2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan
memenuhi  persyaratan serta pemohon  menyetujui
persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh
Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian
Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
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2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari
permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh
pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana
evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi,
tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap
Pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk
disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan
evaluasi pada jam operasional pengelolaan layanan
pendakian gunung, untuk melihat kondisi pada saat
operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip,
praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai
SNI;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang SNI 8748:2019;
4. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa atau
pengelolaan pendakian gunung; dan
5. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan
proses pengelolaan pendakian gunung .
Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai 5
dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi
Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1
(satu) dan penilaian tahap 2 (dua).
1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
dimaksud pada prosedur administratif butir 1.3 terhadap
persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil
evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.

1.3 Auditor menilai hasil evaluasi mandiri yang diajukan oleh
pemohon, apabila hasil evaluasi mandiri memiliki perbedaan
(gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi
memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan
perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan
LSPro.

1.4 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu)
sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi
Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak
melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1 Penilaian tahap 2 (dua)  dilaksanakan  melalui
inspeksi/verifikasi terhadap persyaratan persiapan
pendakian, pelaksanaan pendakian, keberlanjutan jalur
pendakian sesuai dengan SNI.
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2.2 Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam
operasional pengelolaan layanan pendakian gunung yang
diajukan untuk disertifikasi.

2.3 Inspeksi/Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan
terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam SNI

2.4 Inspeksi/verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengelolaan mencakup keberadaan/lokasi,  jumlah,
kelayakan dan fungsinya.

2.5 Penilaian dapat dilakukan dengan metode yang merupakan
kombinasi dari penilaian dokumen, rekaman, simulasi,
wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya.

2.6 Penilaian juga dilakukan terhadap pengendalian dan
penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.

2.7 Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga
Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan
1. Tinjauan
1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan
penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta
tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis.

1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.

2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk mengulang
proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak
memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.

2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana
disebutkan pada bagian 2.6 disampaikan kepada LSPro
paling lambat 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak
dapat memberikan Sertifikasi. Apabila demikian, proses
Sertifikasi dapat dimulai dari evaluasi tahap 2 sesuai
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pengaturan pada Determinasi butir 2. Apabila permohonan
diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan
tidak dapat memberikan sertifikasi maka proses Sertifikasi
harus dimulai sejak awal sesuai dalam pengaturan prosedur
administratif.

3. Bukti kesesuaian
3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi
menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian
berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:
a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya;
b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
c) nama dan alamat LSPro;
d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat),

e) nama dan alamat organisasi pengelola (bila berbeda
dengan alamat pemohon);

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. nama/lokasi pendakian gunung yang dinyatakan

memenuhi persyaratan dalam SNI;

2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
3. alamat lokasi pengelolaan pendakian gunung;

h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;

i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
vang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan Surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan
kunjungan surveilan paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode
Sertifikasi. Surveilan 1 (satu) dilakukan paling lambat 18
(delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilan
2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan
setelah surveilan 1 (satu).

1.2 Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi
berupa inspeksi/verifikasi sarana dan prasarana, serta
penilaian pengelolaan pendakian gunung.

1.3 Apabila pada saat batas waktu Survellan terjadi kondisi kahar
(force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak
dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan
menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan
bukti objektif.

2. Sertifikasi ulang
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2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. LSPro dapat
meminta produsen untuk mengajukan Sertifikasi ulang paling
lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi
berakhir.

Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada

saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka:

a. jika keterlambatan disebabkan oleh pihak LSPro,
pemohon diberikan surat keterangan sedang dalam
proses Sertifikasi; atau

b. jika keterlambatan disebabkan oleh pemohon, Sertifikasi
tidak diteruskan dan sertifikat tidak berlaku.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan
tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta
tinjauan dan keputusan.

2.3 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.4 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi
kondisi kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga
Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon,
maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote
audiffy dengan menggunakan media yang disepakati untuk
mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi
yang ada.

2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

3. Kegiatan evaluasi khusus dapat dilakukan melalui observasi
tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian
dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan
kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI
sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI
dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan
dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

I.  Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
1.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau
saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang
ditentukan; atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi
kepada LSPro.
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1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan
sebagaimana disebutkan di 1.1 huruf a dan 1.1 huruf b,

b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSPro.

1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan
oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J. Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan
keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan
imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi
Pengelolaan pendakian gunungyang disertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi,
dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro
lain (LSPro penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya; atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.

3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSPro penerima.

4. ‘Transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSPro penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari
LSPro penerbit (laporan inspeksi/verifikasi dan laporan
ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi
ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.

6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan
transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses
transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi
terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka
LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap
pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit.
Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima
menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat
dilakukan.
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8, Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

M. Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian yang telah memenuhi SNI
adalah sebagai berikut:

SN

Dengan ukuran:
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi usaha
pariwisata sebagaimana Lampiran 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI
dan uraian penilaian kesesuaian.

Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi usaha pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1; dan

2. Peraturan terkait Usaha pariwisata.

Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
usaha pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian — Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan
Jasa dengan ruang lingkup sesuai huruf A.

Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh
informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian
persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung
jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;

2, legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. apabila pemohon menjalankan wusaha pariwisata
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara
hukum untuk menjalankan usaha pariwisata dengan
merek pihak lain;
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4. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mengalihdayakan usaha pariwisatanya kepada
pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan
perjanjian alih daya usaha pariwisata dengan pihak
lain; dan

5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh
atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan  proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi
yvang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi usaha pariwisata:
1. jika relevan, nama/merek, usaha pariwisata yang

diajukan untuk Sertifikasi;

2. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang
diajukan untuk Sertifikasi;

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

4. alamat usaha pariwisata;

5. informasi tentang profil usaha pariwisata termasuk
layanan yang diberikan;

6. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah
personel/karyawan

7. daftar sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan

8. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan usaha
pariwisata termasuk prosedur yang dipersyaratkan
dalam SNI (dapat melihat Lampiran 1).

2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf
D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup
permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 2.

2.1.3 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi
yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan
oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan,
serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi
untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai
persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi tidak
melanjutkan proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan Ilengkap dan

memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan

dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga

Sertifikasi dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi

oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
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2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga
Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup
tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda
evaluasi sesuai dengan ruang lingkup Usaha pariwisata
yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi
pada jam operasional atau jam sibuk usaha pariwisata,
untuk melihat kondisi saat operasional.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran
2

2.4 Pelaksa.naan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik
sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat
penyelenggaraan usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.

2. Audit dan inspeksi dilakukan untuk memastikan kemampuan dan
konsistensi pemohon dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai
dengan seluruh persyaratan SNI.

3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan SNI.

4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi
dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

5. Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan fasilitas usaha pariwisata
sesuai dengan persyaratan SNIL

6. Durasi pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Lampiran 1.

7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari
terakhir audit.

8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan
terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu
yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses
Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap
berikutnya.

9. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik
sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan hasil evaluasi

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari
pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi,
determinasi dan tindakan perbaikan.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi
tertulis tentang pemenuhan SNI usaha pariwisata yang diajukan
Sertifikasi oleh Pemohon.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi
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dengan persyaratan kompetensi yang mengacu pada Lampiran
2.

Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada
pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan
keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan
keputusan tersebut.

2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan
proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak
memberikan  Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan
oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak
memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.

Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemohon yang telah memenuhi
persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;

c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

d) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang

dinyatakan memenuhi persyaratan

2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
3. nama dan alamat lokasi usaha pariwisata;

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;

h) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

i) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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G. Pemeliharaan Sertifikasi

1.

Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan
kunjungan Surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak
antar Surveilan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai
dengan Huruf E.

1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi keadaan kahar
(force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat
melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui
audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang
disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

1.4 Durasi pelaksanaan evaluasi pada tahap Surveilan mengacu
pada Tabel 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian
penilaian kesesuaian.

1.5 Pelaksanaan tahap Surveilan juga mengacu pada hal-hal
spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada
pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 9
(sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa
berlaku sertifikat berakhir, maka:

a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh Lembaga
Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam
proses Sertifikasi; dan

b) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon,
maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat
tidak berlaku.

2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan
pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan
keputusan.

2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan
kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak
dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan dengan audit jarak jauh (remote audifj menggunakan
media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

15

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang
ada.

Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan
atau informasi.

www.peraturan.go.id



2023, No.164 _190-

3. Berdasarkan  hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat
ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI, maka Lembaga
Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon
mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian
tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan
tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga
Sertifikasi.

I.  Ketentuan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
a) tidak bersedia untuk dilakukan Surveilan dan/atau evaluasi

khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi pada saat Surveilan dan/atau saat
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada
Lembaga Sertifikasi.

1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan
Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

1.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila
pemohon:

a) terbukti melanggar hukum;

b) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan
Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

c¢) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada
Lembaga Sertifikasi.

1.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh
faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan
dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas
pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus memublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan
yvang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga
harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

L. ‘Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih
berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit)
kepada Lembaga Sertifikasi lain {(Lembaga Sertifikasi penerima).

2. ‘Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
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a) Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut
status akreditasinya; atau
b) pemohon ingin mengganti Lembaga Sertifikasi penerbit.

3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan Lembaga
Seritifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga
Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga
Sertifikasi penerima.

4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga
Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang
sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari
Lembaga Sertifikasi penerbit (berupa laporan audit dan laporan
ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi
ulang dan/atau Surveilan) yang sedang berjalan.

6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap
permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah
proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer
Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga
Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat
melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan
koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil
evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan
keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga
Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku
sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi
penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan
transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon
dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi
penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga
Sertifikasi penerbit.

Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda
kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
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Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi
SNI adalah sebagai berikut:

SN

Dengan ukuran:

5N

Keterangan:
y=11x
r=0,5x




2023, No.164

-123-

yepuni ‘uwunaueq
sen| nee /uep eyesn
BaIE SEN| UEp JByiip

edep  seusyadwoy
‘seysyadwoy
ueyFuequniadwaw
uuduap

‘sejeay  uwemquiad
usduap %0T
[PUISHEW ISEYY RIS
uep ueIAmS

9Es vped upne
1sEanp  uwysqueuad

Baqung uewieneisiad

uBRYNUa g
Ansenaa L10C-+9€8
INS jansas

uawafeuel WSS
isnuwuRdun  pne -

‘Byesn
vleys uep ‘usmeliey
yequmnml ‘usundueq
sen| nee/uep eyesn
vate senj| uwp eymp
edep  seusypdwoy

uep ueduemiuag - ‘s dwoy NV
sdepue ueduap | Suel w
uetreduad sasoad - [ [°1 Jumuig e (‘smuway  umEmauiad nuoEI0qe]
was - sABpUBW ueduop %0T Ep
usfurefduy | T°T Sumuig e | runsyjew  sfepuew | ge  sejqem
uBylsiagay m._hw—vcg.: C%ﬂ&ﬂc& in nsey u
Suefunuad seysy | €€ dumuig e | uep ueduemduad - [ eyepaiuow -
uep vueres sFuny s IsEynaas 1SEYII98
uep uvwpasiaiey - | -9 npne semg - whﬂvgg gv_:_.ﬂﬂv
ame seypeny - 11 dumuige Fued
AvVdY - mhﬂﬁr—ﬂe m%ﬁﬁ—has uRIOISa
nyepaq | iz uep | Sumuige | zig Fueuige uuduojod
Jued umamy etad sdvpuem sdepuew eI
TENSas ISNIUBS UEp FAlS Fumwmge |[gig dumuige 18ELI0 Ul 2102
suady uedelauad - ISUB|RAING {esme 1SEHY RIS uey uriosal | (HOC8
jpne ey - | upne isemy - | reduefuapy - BYBSM INS uwoisay | 1
INS mEsMER]
SnUy HRiL SUB[IaAMING 1SeUuIRg 1833128 mpnp INS syes) ON

UBIBNSISIY UBIE{IUI4 UEIRIn Uep ‘INS UBnoy ‘Blesmued eyes) Jeyed | uendureq

www.peraturan.go.id



-124-

2023, No.164

auatdiy  uwedelouad - | ypne e - | ppne wsuem( - | redweiuop - CTEER) INS vdg 3
910Z-5EEY INS
TENISaS WISNUB BABP
nqung  uepreisiad
‘ByBSN uBynNUI Dy
gleys uep ‘uveselsy | snuawadon  ppny -
yepunl ‘usuniueq
sEN| nve /uep eyesn Byusn
waJe s¥n| uep 1Wyip | vpeys uep ‘uemediey
medep  sevyusypdwoy yequm{ ‘usundueq
sensypdwoy | sen] nee/uep vyesn
upyFuequmiad waw BAJIE SEN| UBp 1BYINp
usfuop |[jedep sepsypdwoy
usueduiad sasoad - | ‘seiEay  umEemoquad ‘smisyodwoy
Was - | ueSuap %0 ueyduequitad waw
seIse) | [eunsyew s{epuew ueduap
uep vuwtesead uegequeuad | ‘smeay uewmquad
vuRIes 1sduny | uep upduemaduag - | ueduap Y%0T NVYM
unp  UURPasialay - eunsyvm  sfepuewl | seypanyeial
am seyjeny] - | sfepuew [: 1seyypRias uwyequeuad | Fued w
nyeaq | -ax ypne sem( - | vep ueduemnduag - [ nuoIvIoqe]
Fued ueanyviad ep
IBTIS36 1SB)IUBS UBp sARpuUBUI ‘sfppuBw | Im  sENE] ueyeWw | 910¢
suadny uedesauad - | | suslpang ([ qewe  gseygndeg | in psey u yewmns | 15eeg e
pne isem( - | pne lsem( - | eyeualuaw - Byesn INS yewmny 4
L10Z:v9ER INS WNsas
uawaieustu IS8
1seyua R dun upne -
syesn L10TH9ER INS
BlEYS ump ‘uBmeAIRy | IENSIS WISNUBW BAEDP
INS nesimued
SAWN ARILL suBfiaIng isewmuLRag 1839138 mpnr INS ByES ) ON

www.peraturan.go.id



2023, No.164

-125-

WASs uednynasy - [pne lsemnq - | upne ISRINQ - [ 1edWvAuIp - BYES( INS BSEL| ¢
2102:89€8 INS 1edmaas
mnsas  evisnuew  efep ueIeyasay
»qung umeiedsiad seuIq
ugynuald | tepe izt
}nseuns nme  WNOdg
LTOT-89€ES INS 181838 | 1p  awyupsn
uswafe uett WSS Fued
cqeen | 1SRUWIW ypny - [ eyeunSp
BEys  uep  ‘usmedley Jued
qupun|f ‘usundumeg ueypsmesad
sen] neefuep  Eyesn Tyesn Wnpoad
Bale  sen|] Hep Jeyqp | BIUNS UUp ‘unmedmey | jeygniss u
umemesad | iedep sepsypiduwoy | yequml{  ‘uvundueq | pyewsiusw -
stual uep spolsw sensEdwoy | sen) nme/usp eyesn NV
uwfuap NS :ﬂxm:ﬂ::f.wn&u& B\ SEN[ UEP JVYIIP | seypanjeis
uruBAE] sasoud - | RIp FEERL | gedep  sepsypdwoy | Sued w
unenquad veiusp 9%0¢ e
SEIS N s Bsypd oy nuoIBI0qe]
(UWSHOW SIS | e ed s
uep vusteserd mp  ueEAIns  ymun Asuequin uep
e 1s8UTy | yone senp ueyequisuad ueiuap | e seemny
uep  upEpIswLPY - | wp usBueinfuag | 59199 umemqwad |y psey u
1sidesayy ueduap %0Z | epuaiuow -
Ve Inaa) wWas - Temeisesynaas | PUIsem  sfepugw 1SeqNIas
Jepa mzZ pnuaw | ypne sfepuew usyequeuad Hnaumn
Funl unmesessd | g/z iseyyIuas-a1 | Uep uedueanduagd - ueyniep
ynpoad fuwyeq | jewrun ypne swang - Fuel uds
uspuTEiuad - sdupuBl g = | e ISENISE P
nEEaq Eame [ sdepuswl g = g B[ e L e
Fueld usresad | seyunaas wep ¢/ sAepupll  » £ VUL e 1SBULIO UL 2102
IBNIS36 1SEJIUES UEp suRRAING [EME ISBYYTIAS uey wds | :gocg
INS BIUsmpeg
SOuy qRIL suRflasIng ISEUNLINS(] 1849138 mpnp INS syes) ON

www.peraturan.go.id



-126-

2023, No.164

oy smuswaduy -
mesia
usueread o1iq
H}mun 1SUISI[Iaq

ueme ey yepunf

uep ‘UsMEIESIM
yepunl  ‘yoxed  swual
‘Tenfip Bued  jayed
yeqnl  wep  eyipp
jedep  seyusyadwoy
‘sensyad woy
ueyduequnsad waw
urduap ‘seIeay
umpnquad  urduap
V0T [ewEyew
1SEY1NIasaL uep
UE[I2AINS Yryun ypne

910Z-T1E8 INS TeNsas
vISNUBW BARPIIQUINS
umeruisiad
ueynuawad
ynseuuay ‘910z11es
INS ejusn usueeliad

evsul Byesn
Jynpoad umevivdsiag
uep mnsas

uswafeue 31818

isnuawaiduy - ypny -

uemeliey yepunl
uep ‘UBMEIESIM
yeuml ‘jexed  swal
qenfip  Fued Jaed
yepunl  wep yeyinp
judep  sensyadwoy

BIRSIM npuiag - | 1seanp  ueyequvuad ‘seysyedmoy
(mesm yadqo 1ayn | uep ugdueinduag - ueyduequnsad waw
uep  seuodsuey ueduap ‘seeay {onq fuaSe)
w1y wep yesidax unenquad  ueduap 1sENYIUag
Fuud) Isumnsy - sfepusw | ‘eyesim WOT [RWISHPW npne snyun
in oy yuyid | veueeliad uwadye |[1semp  uwyequwuad ueynfep
uwduap eweselny - s{Epuet g ‘eesim uep ueduemiuag - [ Fued musm
seuodsuen | usueqeliad ollg e weueyeliad
umjeiepPy - ASUURIas sfBpuBll | ‘EIESIM esel  wyesn
upueelad ayed - |-21 upne  swng - | veueelad uady e ISEHIISED
uedfuepd usduap siupuew 7 ‘eiesim nexIn MBS U
useyudasay sdepuews | | veuwmend olige 1SBULIOUL sueelad [ 910z BIESIM
uwmyo( - suBRRAING [EME ISEYY RIS uey wsul [ 111¢8 | usueeliad
INS BUsmpeg
SRUY JRIL SUB[laAING IseunLINaQg 1539138 mpnp INS Byes () ON

www.peraturan.go.id



2023, No.164

-127-

910C:9€E8 INS TeNsSas
visnuew wAepiaqums

ueyeaedsiad
o) souawadug - uney nuawad
rpnwad uad NSV ‘miEsim
U RY25aY ‘puuum juverepuay | ueel uenyiue vyesn
URES) L Wa ] - ayred [ ynpoad ueeasvdsiad
upm| e[y | wore uep Jojumy sen| | ueynuawad uwp
Isuminsy - | 'WAS yepuml ‘epeuie [ 9[oZi0ees INS rensas
uedfuepd vefuap | yepunl  wep Jeqip | uswoleuew W s1s ueyeundp
umeyedsasoy | edep  seusypdwoy | smuswadun  ypny - Fued
uauwmyo(g - ‘sensyadwoy epRULIE M
Was - ueyFueqwisad wa i “epvwle fuverepuay [ 1m psey umy
uvelepuay eped ueduap | apjaed vaIm redwefusw -
umuewepEsay  uep | ‘seiesy uviemnquiad | uep loiuey senj ‘WaAS urduepun
uvuBwElY seNse) - | ueduap %0z | yequmfl ‘epeuLe -duepunaad
(ueel ymypin | punsypw sfiepurwr | yequmi{ wep jeyinp usmyeaad
ynuawaw efduiyes usyequeuad | edep  sensyedwoy uudusp
gpeuLIe/usRIEpUaY | usp urfuemiuag - ‘sesyad woy TENSI8
uerIRyawad) ueyFureq s ad wo ymuawad
ueyeundp Fued ‘sdepueit { 1seyyuIas ueduap yajo
epeuLe/ geeiepuay - -1 (eununu sfepuepy - | ‘smeay uwjemquoed ueyIEn Py P
SRS ueduap awnz | Fuel Saden
uep vuvaesead TeME SUNUNISS pne | eugsyew  sf{epuem wejep
wuBIesS 1sdury | sfepuews 7 [ewuIw - ueryequeuad | yepn Huelo
uwp  UURpasialay - sugpAINg | uep uedurmduag - ueInyaue
{3 uep | upne seIng - uBRI BIRS 1M
wmzi) eesim uepel sAppuel edfuaiaiuad weiel | 910z mEsIN
umoEue e BUE|pAINg | ¢ [eME ISERIag | uiR u unmdue | :9eeg ueler
senEsl ynuawaw - | upne sem(g - | upne semg - | eyeuaiuaw - BYBS[) INS | usmyduy| g
INS BUsmueg
SRUY JRIL suEfiaAIng isewmuLRag 18}3198 mpnr INS ByES ) ON

www.peraturan.go.id



2023, No.164

-128-

Lampiran 2 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan

Personel yang
melakukan
tinjauan
permohonan

*Auditor

Personel yang
melakukan
tinjauan hasil
evaluas

Pengambil
Keputusan

1)

Pemahaman tentang SNI [SO
IEC 17065

v

v

Pengetahuan tentang proscs
dan prosedur Secrtifikasi yang
ditetapkan  olch Lembaga
Sertifikasi

v

3)

Pengetahuan dan pengalaman
tentang prinsip, praktik dan
Teknik audit sesuai SNI ISO
19011

4)

Pengetahuan  tentang  SNI
Usaha Pariwisata vang
relevan sesuai Ruang Lingkup
Huruf A

5)

Pemahaman tentang sistem
manajemen yang relevan

Pengetahuan dan pengalaman
tentang scktor bisnis jasa
atau usaha pariwisata

v

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR  JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM
A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI
pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Pengelolaan pariwisata alam SNI 8013:2014 Pengelolaan
pariwisata alam

B. Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan pariwisata alam.

C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian Kesesuaiaan dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi.
Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang
telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065,
Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi
Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata
alam.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup
pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan
ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-un ;

D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga  Sertifikasi harus menyusun format
permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan seluruh  informasi sebagaimana
tercantum dalam angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh
pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas
hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat
mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang
mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian berbasis SNL
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1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan

a.

Informasi Pemohon

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama
dan kedudukan atau jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan
permohonan Sertifikasi;

2. legalitas wusaha sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan sebagai bukti
pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. jenis usaha pariwisata alam;

4. alamat usaha pariwisata alam;

5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan
luasan area; dan

6. pernyataan bahwa  Pemohon  Sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses Sertifikasi dan bersedia memberikan
akses terhadap lokasi dan/atau informasi
yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi
dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

Informasi Proses Pengelolaan Pariwisata Alam:

1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel

penanggungjawab  pengelolaan  pariwisata
alam;

2. Dokumen penataan ruang untuk areal
pariwisata alam;

3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan
pariwisata alam paling sedikit meliputi:

i) Penataan Fungsi Ruang

iij Pengamanan

iiij Pengelolaan Kawasan

iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam

v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan
sistem informasi

vi) Perencanaan

vii) Pengelolaan Pengunjung

viii) Penyediaan sarana prasarana

ix) Pengelolaan sarana prasarana

x) Penataan kelembagaan

xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya
kegiatan pengelolaan

xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan
kawasan, produk wisata alam, sarana dan
prasarana, pengunjung, penataan
kelembagaan)

xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan
kawasan, produk wisata alam, sarana dan
prasarana, pengunjung, penataan
kelembagaan)
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Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah
lengkap dan memenuhi persyaratan, serta
memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk
menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.

b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan
oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai
dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui

persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan
oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan
perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga

Sertifikasi.

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
persyaratan permohonan Sertifikasi yang
disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem
manajemen yang relevan yang diajukan untuk
di Sertifikasi;

2) lingkup Sertifikasi yang diproses;

3) kriteria evaluasi yang digunakan;

4) tim evaluasi;

5) metode evaluasi;

6) waktu pelaksanaan evaluasi;

7) durasi evaluasi; dan

8) agenda evaluasi.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau
tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis

pengelolaan pariwisata alam;
2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik

audit;

3) Pengetahuan tentang SNI;

4) Pengetahuan tentang standar sistem
manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen
Mutu (SMM);

5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga
Sertifikasi;

6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan
pariwisata alam; dan

7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan
organisasi pemohon Sertifikasi.
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3. Determinasi
3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi
yang disampaikan Pemohon pada huruf D angka
1.3;

3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan
melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk
kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;

3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;

3.1.4. melakukan review alokasi sumberdaya untuk
audit tahap 2;

3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap
2;

3.1.6.Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon
harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2

3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode
audit yang merupakan kombinasi dari audit
dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
inspeksi, atau metode audit lainnya.

3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel
penanggungjawab unit pengelolaan
pariwisata alam  terhadap  konsistensi
pemenuhan pengelolaan pariwisata alam
terhadap persyaratan.

b. pengelolaan sumber daya termasuk
personel, bangunan dan fasilitas, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam
sesuai dengan angka 1.3 huruf b poin 3,
huruf D.

d. ketersediaan dan pengendalian dokumen
informasi terkait pengelolaan pariwisata.

3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga
Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier
Pengelolaan Pariwisata.

3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua),
ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus
diberi kesempatan untuk melakukan tindakan
perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (review) dan keputusan
4.1 Tinjauan (review):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan

seluruh  persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian

keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari

permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1

(satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

a. Penetapan keputusan  Sertifikasi dilakukan

berdasarkan hasil review.
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b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan
oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak
terlibat dalam proses evaluasi.

c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan
oleh satu atau sekelompok orang yang sama
dengan yang dilakukan review.

d. Rekomendasi untuk  keputusan  Sertifikasi
berdasarkan hasil review harus didokumentasikan.

e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara
tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan
menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan
keputusan tersebut.

f.Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan
untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah
lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan
Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus
disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga
Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu)
bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak
memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga
Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali
dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat
Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi
setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi
berlaku selama 4 (empat) tahun setelah
diterbitkan.

b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam
paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;

4. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;
5

.nama dan alamat organisasi pengelola
pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat
usaha pariwisata alam);

6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan
sesuai dengan SNI;

7. status akreditasi atau pengakuan lembaga
Sertifikasi;

8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa
berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama Lembaga
Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi

Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui

kegiatan Surveilans. Lembaga  Sertifikasi harus

melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam
periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18
dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.

2. Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola
pariwisata alam untuk mengajukan permohonan
Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42
setelah penetapan Sertifikasi.

2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang
disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal,
maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan
evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut
(investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi
khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang
ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang
ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan
Sertifikasi
1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi

1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam
dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.

1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi
dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan
surveilans.

1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan
Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan
apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan.
Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait
dengan perubahan lingkup.

2. Pembekuan Sertifikasi

2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki
ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga
Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus;

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

2.2 Lembaga  Sertifikasi harus membatasi periode
pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pencabutan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi

apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki
ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan
Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; dan

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.
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. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan
keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi
dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan
banding.

Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada
publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi
pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang
diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni)
https:/ /bangbeni.bsn.go.id.

Pelaporan Sertifikasi
Lembaga Sertiflkasi harus menyampaikan perkembangan
Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.

Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon
mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui
surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat
persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang
dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNIL

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan
kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang
diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah
memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

SN
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Dengan ukuran:

L

Keterangan:
y=1llx
r =0,5x

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam
di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat,
publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha
pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI
berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PROSES LAUNDRY RUMAH SAKIT

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI
proses laundry rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Proses laundry rumah sakit SNI 8836:2019 Proses laundry
rumah sakit

B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi proses laundry rumah sakit
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait proses laundry rumah sakit.

C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian Kesesuaiaan dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi.
Sertifikasi proses laundry rumah sakit dilakukan oleh LPK
yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC
17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup proses
laundry rumah sakit.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup proses
laundry rumah sakit, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang
lingkup vang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format
permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam
angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh
pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat
mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang
mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian berbasis SNL

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
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a. Informasi pemohon

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama
dan kedudukan atau jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan
permohonan Sertifikasi;

2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan (misal legalitas
sebagai laundry dan/atau rumah sakit);

. alamat usaha laundry;

. profil usaha proses laundry;

. apabila Pemohon mengajukan Sertifikasi atas
kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain
atau yang disubkontrakkan, menyertakan
bukti perjanjian yang mengikat secara
hukum terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh pihak lain; dan

6. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia
memberikan  akses  terhadap  lokasi
dan/atau informasi yang diperlukan oleh
lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan
kegiatan Sertifikasi.

b. Informasi proses laundry rumah sakit:

1. nama, alamat dan legalitas hukum proses
laundry rumah sakit (apabila berbeda
dengan legalitas pemohon).

. struktur organisasi.

. desain dan tata letak bangunan laundry.

. diagram alur proses laundry.

daftar bahan kimia pembersih, desinfektan

dan bahan pengemas.

daftar peralatan proses Ilaundry beserta

rinciannya.

7. informasi terkait dengan proses laundry

rumah sakit paling sedikit meliputi:

i) dokumentasi terkait tahapan proses
laundry dari tahap penerimaan linen
kotor sampai penyerahan linen bersih;

ii) dokumentasi terkait pengendalian
proses laundry;

ilij dokumentasi penerapan HACCP pada
alur proses laundry:

iv) dokumentasi penerapan hygiene
personel;

v) dokumentasi penerapan sanitasi;

vi) dokumentasi pengelolaan limbah; dan

vii) laporan hasil uji sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk kualitas
air, linen dan air limbah.

(20 Y]

bW

o

2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah

www.peraturan.go.id
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lengkap dan memenuhi persyaratan, serta

memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi

untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
b. Tinjauan permohonan  Sertifikasi  harus

dilakukan oleh personel yang memiliki

kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan

Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap
dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon
menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang
ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan
penandatanganan  perjanjian  Sertifikasi  oleh
Pemohon dan lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi
a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari

persyaratan permohonan  Sertifikasi yang

disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan
sistem manajemen yang relevan yang
diajukan untuk diSertifikasi;

lingkup Sertifikasi yang diproses;

kriteria evaluasi yang digunakan;

tim evaluasi;

metode evaluasi;

waktu pelaksanaan evaluasi;

durasi evaluasi;

agenda evaluasi; dan

. rencana sampling.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel
atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi
sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang praktik manajemen
bisnis proses laundry rumah sakit;
2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan

000 NOUA B 0N

teknik audit;
3. Pengetahuan tentang SNI proses laundry
rumah sakit;
4. Pengetahuan  tentang  standar  sistem
manajemen:
- SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu
(SMM); dan
- prinsip HACCP;
sesuai yang diterapkan oleh pemohon
Sertifikasi.

5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga
Sertifikasi;

6. Pengetahuan tentang sektor bisnis proses
laundry rumah sakit; dan

7. Pengetahuan tentang produk, proses dan
organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

www.peraturan.go.id
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3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup
pemeriksaan awal terhadap kesesuaian
informasi terdokumentasi yang disampaikan
pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap
lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan
peraturan terkait; dan

3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu)
menunjukkan ketidaksesuaian terhadap
persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan
untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan
lembaga Sertifikasi.

3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui
audit proses laundry dan sistemm manajemen
mutu serta pengujian produk;

3.2.2 Audit proses laundry dan sistem manajemen
mutu dilakukan pada saat pabrik melakukan
proses laundry atau pada kondisi tertentu
dilakukan melalui simulasi proses laundry;
dan

3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang
merupakan kombinasi dari audit dokumen
dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4 Audit dilakukan terhadap:

a) tanggung jawab dan komitmen personel

penanggung jawab usaha laundry

terhadap konsistensi pemenuhan
persyaratan proses laundry;
b) ketersediaan dan pengendalian

dokumentasi terkait proses laundry rumah
sakit, termasuk hasil pengujian berkala
sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk kualitas air, linen dan limbah;

cjpengelolaan sumber daya termasuk personel,
bangunan dan fasilitas, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

d) tahapan proses dan pengendalian laundry
dari tahapan penerimaan linen kotor
sampai penyerahan linen bersih;

e)kelengkapan serta fungsi peralatan laundry;

f) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi
atau hasil verifikasi peralatan pengukuran.
Hasil verifikasi peralatan dapat
ditunjukkan dengan prosedur yang
diperlukan untuk mencapai kondisi atau
persyaratan yang ditetapkan; dan

g) pengemasan, penanganan, dan
penyimpanan linen.

3.2.5 Apabila Pemohon telah menerapkan dan
mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen
Mutu yang relevan dari Lembaga Sertifikasi
vang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan
akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA

www.peraturan.go.id



163 2023, No.164

dengan ruang lingkup yang sesuai, maka

evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap angka

3.2.4 huruf c) sampai dengan huruf g).

3.2.6 Pengujian terhadap kualitas air dan linen

a) kualitas air dilaksanakan  dengan
melakukan pengambilan sampel oleh
personel yang kompeten dalam
pengambilan sampel. Titik pengambilan
sampel air dilakukan di fasilitas
pengolahan air yang digunakan untuk
pembilasan setelah proses main wash

(proses  desinfeksi). Pengujian  air
dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

b) Pengujian terhadap linen dilaksanakan
sesuai dengan SNI 8836;

c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang
telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk
lingkup yang sesuai. Penerapan ISO/IEC
17025 dapat dibuktikan melalui:

1. Akreditasi oleh KAN;

2. Akreditasi oleh badan akreditasi
penandatanganan saling pengakuan
dalam forum Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) dan International
Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC); atau

3. penilaian yang dilakukan oleh lembaga
Sertifikasi terhadap laboratorium.

3.2.7 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium
Pemohon, maka lembaga Sertifikasi harus
memastikan kesesuaian kompetensi dan
imparsialitas proses pengujian yang
dilakukan, misalnya melalui penyaksian
proses pengujian.

3.2.8 Laboratorium pemohon yang digunakan
untuk pengujian produk yang di Sertifikasi
harus memenuhi persyaratan angka 1 atau 2
sebagaimana tercantum dalam angka 3.2.6
huruf c).

3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2
(dua), ditemukan ketidaksesuaian, maka
pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan kebijakan
lembaga Sertifikasi.

3.2.10 Apabila hasil pengujian dari laboratorium
menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat
dilakukan pengujian ulang maksimal satu
kali dengan mengambil sampel ulang dari lini
produksi atau gudang penyimpanan produk.

4. Tinjauan (review) dan keputusan
4.1 Tinjauan (review:

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan

seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian

keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari

www.peraturan.go.id



2023, No.164 164

permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evalusi tahap 1

(satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk

rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI.

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan
berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari
proses review.

b. Penetapan  keputusan  Sertifikasi  harus
dilakukan oleh satu orang atau sekelompok
orang vang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

c. Penetapan  keputusan  Sertifikasi  dapat
dilakukan oleh satu orang atau sekelompok
orang yang sama dengan yang dilakukan review.

d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi
berdasarkan hasil review harus
didokumentasikan.

e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara
tertulis kepada Pemohon Sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan
keputusan Sertifikasi, dan harus
mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

f.Apabila  Pemohon  Sertifikasi  menunjukkan
keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi
setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak
memberikan  Sertifikasi, Pemohon dapat
menyampaikan permohonan untuk melanjutkan
proses Sertifikasi.

g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi
harus disampaikan oleh Pemohon kepada
Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat
1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan
tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh
lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat
dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian
yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat
kesesuaian kepada Pemohon yang telah
memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat
kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah

diterbitkan.
b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI
paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifilkat atau identifikasi unik
lainnya;

. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
. nama dan alamat pemohon;

w S WwN

. pernyataan kesesuaian yang mencakup nama
dan alamat usaha laundry yang dinyatakan
memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI:
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6. status akreditasi atau pengakuan lembaga
Sertifikasi;

7. tanggal penerbitan sertifikat dan masa
berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

8. tanda tangan yang mengikat secara hukum
dari personel yang bertindak atas nama
Lembaga Sertifikasi.

E. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan
melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus
melaksanakan surveilans 2 (dua} kali dalam periode
Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-12 dan
bulan ke-24 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pemohon
untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang
paling lambat pada bulan ke-30 setelah penetapan
Sertifikasi.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai
dengan tahapan pada Sertifikasi awal.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus
dalam rangka audit tindak lanjut (investigasi) atas keluhan
atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka
investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh
auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan
investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta
dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan
pencabutan Sertifikasi
1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup
Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila

Pemohon:

a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian
yang diterbitkan oleh pembaga Sertifikasi pada
saat surveilans danj/atau saat evaluasi khusus;
atau

b) menyampaikan permintaan pembekuan
Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode
pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.
2.3 Lembaga  Sertifikasi melakukan  pencabutan

Sertifikasi apabila Pemohon:

a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian
yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi
melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

b) menyampaikan permintaan pencabutan
Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.
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H. Keluhan dan banding
Lembaga  Sertifikasi harus mengembangkan  aturan
penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan
kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan
keluhan dan banding,

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada
publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi
proses laundry rumah sakit yang disertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang
diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni)
https:/ /bangbeni.bsn.go.id.

J. Penggunaan tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon
mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui
surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang
dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis
SNL
Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan
kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang
diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis
SNL
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian proses laundry
rumah sakit yang telah memenuhi SNI adalah sebagai
berikut:

&
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Dengan ukuran:

Keterangan:
y=1lx
r =0,5x

Tanda SNI dapat digunakan oleh pemohon di kemasan
laundry, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang
berkaitan dengan Ilaundry rumah sakit yang telah
memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat
kesesuaian yang telah diperoleh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.
KUKUH S. ACHMAD



2023, No.164 168

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pasar
rakyat sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk Persyaratan SNI
Pasar rakyat SNI 8152:2021 Pasar rakyat

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait Pasar rakyat.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
Pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN
berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian — Persyaratan
untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup
Pasar rakyat.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh
informasi terkait Persyaratan Permohonan Sertifikasi.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan
Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan
tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemochon, serta nama dan
kedudukan  atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
Sertifikasi;

2. dokumen legalitas operasional pasar dari
instansi/lembaga yang berwenang atau bukt
pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukt
kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau
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tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang pasar rakyat:

1. nama pasar dan tipe yang diajukan untuk
disertifikasi;

2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

3. alamat pasar; dan

4. denah pasar;

c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat:

1. struktur organisasi pengelola pasar, jumlah personil
organisasi pengelola pasar, nama dan jabatan
personel penanggung jawab pengelolaan pasar
rakyat;

2. informasi dokumentasi terkait sistem manajeman
pengelolaan pasar yang paling sedikit memenuhi

persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan
dalam SNI 8152:2021;

3. apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun
menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar),
sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh
organisasi pengelola pasar yang relevan dengan
persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari Lembaga
Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN; dan

4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar
berdasarkan tabel 1 pada SNI 8152:2021. Formulir
isian evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1.

Seleksi

2.1

2.2

Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi
yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan
memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan
kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk
menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi mencakup tinjauan
hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.

2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang
diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap)
pemenuhan  persyaratan SNI maka Lembaga
Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon
untuk melakukan perbaikan.

2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI
Pasar rakyat.

Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi  persyaratan serta  pemohon  menyetujui

persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh
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Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian
Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari
permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh
pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana
evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi,
tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar
rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan
evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar,
untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip,
praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai
SNI Pasar rakyat;

2. pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;

3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen
mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001
dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;

4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;

5. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa
perdagangan atau pasar rakyat; dan

6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan
proses pengelolaan pasar rakyat.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai

angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah
tim.

E. Determinasi
Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1
(satu) dan penilaian tahap 2 (dua).
1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan
dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1 (satu) menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu)
sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi
Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak
melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1, Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi
terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta
audit sistem manajemen pengelolaan pasar,

2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi
harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan
dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana
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diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta
melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai
dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi
dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.

2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam
operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan Sertifikasi.

2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap
persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2
dari SNI 8152:2021.

2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar
mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.

2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk
memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI
8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen
seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas
dan tanggungjawabnya.

2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan
kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara,
observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan
jasa atau layanan yang tidak sesuai.

2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga
Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan
1. Tinjauan

1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan
penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta
tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan
mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.

1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.
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2.6 Apabila pemohon  menunjukkan  keinginan untuk
melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan
tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.

2.7 Permohonan  melanjutkan  proses  sertifikasi  harus
disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis
paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan
keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh
LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi
tahap 2 (dua).

3. Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi
menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian
berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya;

b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;

c) nama dan alamat LSPro;

d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

e) nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda
dengan alamat pasar)

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;
g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang
dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam
SNI 8152:2015 dan Lampiran 2;
2.  SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat.
h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;
i)  tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan
j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
vang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1  Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan  Surveilan. Lembaga  Sertifikasi  harus
melaksanakan kunjungan surveilan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam periode Sertifikasi. Surveilan 1 (satu) dilakukan
paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan
Sertifikasi. Surveilan 2 (dua) dilakukan paling lambat 18
(delapan belas) bulan setelah surveilan 1 (satu).

1.2, Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar
pada saat surveilan.

1.3. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi
berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit
sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan survailen
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juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa
pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana
pasar.

1.4, Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi kondisi
kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi
tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka
audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote
audif) dengan menggunakan media yang disepakati untuk
mendapatkan bukti objektif.

Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai
sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka
dapat dilakukan pembekuan Sertifikasi.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesual dengan
tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan
dan keputusan pada huruf D,

2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar
pada saat Sertifikasi ulang.

2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi
kondisi kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga
Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon,
maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman
dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan
menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan
bukti objektif,

H. Evaluasi Khusus

1.

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi
yang ada.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup
dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun
terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi
terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah
maupun bersamaan dengan surveilans.

Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian
dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan
kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI
sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI
dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan
dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1.

Pengurangan lingkup Sertifikasi
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Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi
selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau
evaluasi khusus;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau
saat evaluasi khusus; atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi
kepada LSPro.

2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.
2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas
waktu yang ditentukan; atau

c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan
oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J.  Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan

keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan
imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar
rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik
terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut
tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro
lain (LSPro penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya, atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.

3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSPro penerima.

4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSPro penerbit.
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5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro
penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus
Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans)
yang sedang berjalan.

6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan

transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses

transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi

terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka

LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap

pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit.

Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima

menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat

dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

~I

Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi
SNI adalah sebagai berikut:

GNI
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Lampiran 1 Evaluasi Mandiri

2023, No.164

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
Jumlah pedagang (Dapat melampirkan informasi
i terdaftar RSO terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
. (Dapat melampirkan foto dan/atau
& Legulitas ida informasi terdokumentasi terkait)
a. Lolkeat Pikar Secsuai ll?apat mefamp:rkan Jfoto qan/at_au
persyaratan informasi terdokumentasi teriait)
4 Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
= keschatan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
3. pangan yang ada
memeriukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
’ Kenyamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
e Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
ini 2
p Ukuran luas ruang ;",n:;nal =
: dagan .
e e Los
minimal 1
m? *)
Aksesibilitas/ akses Terpisah fOcipat malampirioan fiato, dany/ atau
8. patuk kehiar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada ®)
9 Akses untuk kursi s {Dapat melampirkan foto dan/atau
: roda informasi terdokumentasi terkait)
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi ¢ Swngan
kering
e Siap saji
* Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
Tersedia (Dapat melampirkan foto dan/atau
12. At howghur- aint khusus informasi terdokumentasi terkait)
barang -
ada *)
Lebar Minimal 1,8 m | /[Dapat melampirkan foto dan/atau
13. - Minimal 1,5 m informasi terdokumentasi terkait)
koridor/ gangway -
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pclaksanaan sidang Minimal 1 kali | (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam 1 tahun informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau
R | ISy el pasar informasi terdokumentasi terkait)
e r =
Lokasi toilet dan Mifinal beride (I_Japa mefamprrkan foto qan,/atf.zu
kamar mandi i informasi terdokumentasi teriait)
17. : - pada 2 lokasi
(terpisah antara pria berbeda
dan wanita) YROE e
Minimal 4 teoilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 4 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang = (Dapat melampirkan foto dan/atau
~ | disabilitas informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
: masuk, dan 4
0. t Y
2 Tempat cuci tangan Solimat ymiig
berbeda di area
pasar
Minimal 2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
21. | Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
22. | CCTV pada 2 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
yang berbeda
Minimal 2 {Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
{Dapat melampirkan foto dan/atau
24;: | werhaming ada informasi terdokumentasi terkait)
25 Pos Pelayanan d (Dapat melampirkan foto dan/atau
~"" | keschatan pasar ada informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
20 [Poskemnansi B informasi terdokumentasi terkait)
{Dapat melampirkan foto dan/atau
Als: [AnsIEmenE i informasi terdokumentasi terkait)
.. 2 [(Dapat melampirkan foto dan/atau
28 | Rusng aanitasd aein informasi terdokumentasi terkait)
= (Dapat melampirkan foto dan/atau
2
0. | Are P et — informasi terdokumentasi terkait)
2 Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
30. | Lantai 5 : : 2
persvaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi mcja tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
a1 pcnju'ala.n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
_pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
33, |PEhEenesn ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
X ) (Dapat melampirkan foto dan/atau
e e st e informasi terdokumentasi terkait)
a4 Tabung pemadam s {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | kebakaran informasi terdokumentasi terkait)
5 ® {Dapat melampirkan foto dan/atau
e | Hatan et g informasi terdokumentasi terkait)
Sesuai [Dapat melampirkan foto dan/atau
26.; | Penmahaysan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)

www.peraturan.go.id




-179-

2023, No.164

No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
N . Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
S || sknlaat ixiien persyvaratan informasi terdokumentasi terkait)
; Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
S | Dminasc persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
20. Pf:ngujian kualitas Sctiap 6 bulan (Dapat melampirka—n infor.masi
air bersih terdokumentasi terkait)
30. Pc'ngujian limbah Sctiap 6 bulan (Dapat melampirkqn infor_‘masi
cair terdokumentasi terkait)
* Sctiap (Dapat melampirkan foto)
toko /kios/lo
s /jongko/ko
a1. Ketersediaan tempat nter/pelatara
sampah n/tenda
e Sctiap
fasilitas
pasar
Dapat melampirkan foto dan/atau
42, | Alat anghut sampah cia (infgannasi ter:okume{uasi uzr/kait)
Tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
44 Pengelolaan sampah e (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana tcknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
PN i (Dapat melampirkan foto dan/atau
44.: [ Digitalisnsi T enar R informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas e {Dapat melampirkan foto dan/atau
"~ | pedagang informasi terdokumentasi terkait)
48 Informasi kisaran (Dapat melampirkan foto dan/atau
H ada > R g ;
harga informasi terdokumentasi terkait)
49 Informasi zonasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
X ada 3 3 2 2
pasar informasi terdokumentasi terkait)
) {Dapat melampirkan foto dan/atau
0. | Proasdur kerja/BOP . informasi ter:okumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola e Kepala {Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi
e Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,
e Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan
¢ Bidang
Pemeliharaa
n,
Kebersihan
dan Sanitasi
e Bidang
Pelayanan
Pelanggan
dan
Pengembang
an
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komunitas pasar

-180-
No Kriteria Tipe I Penilaian Mandiri
Komunitas.
52. | Jumlah pengelola Minimal 5 (Dapat melampirkan foto dan/atau
orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
ada 2 R 5 :
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan
tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus

menerus

3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan terscbut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe Il Penilaian Mandiri
Jumilah pedagang (Dapat melampirkan informasi
1 terdaftar =T orny terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Loknsi Pasar Sesuai (L?apat me_lamp:rkan foto @n/ atfzu
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang ada
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
' Kenyamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang :lzn'l)ma] 2
' dagan
gang i 1o
minimal 1
m- *)
Aksesibilitas/ akses Terpisah Papat melampirkan foto dan/ atau
8. otk kaloar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada )
9 Akses untuk kursi (Dapat melampirkan foto dan/atau
) ada 3 X i s
roda informasi terdokumentasi terkait)
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi * Pan;an
kering

e Siap saji
e Non pangan

pasar

Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Arca parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
Tersedia (Dapat melampirkan foto dan/atau
12, Arca hong o khusus informasi terdokumentasi terkait)
barang
ada *)
Minimal 1.8 m | /Dapat melampirkan foto dan/atau
Lebar — 5 A : 7
13. B Minimal 1,5 m informasi terdokumentasi terkait)
koridor / gangway -
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos | (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pelaksanaan sidang Minimal 1 kali (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam | tahun informasi terdokumentasi terkait)
16; | Kmitir pengeion di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau

informasi terdokumentasi terkait)

www.peraturan.go.id




2023, No.164

-182-
No Kriteria Tipe Il Penilaian Mandiri
Lokasi toilet dan el Hatadi (Z?apat me_lamptrkanjolo c{an/at.au
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17. 2 2 pada 2 lokasi
(terpisah antara pria
s vang berbeda
dan wanita)
Minimal 3 toilet | [(Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 3 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang d {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas R informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 3
20, | T t tangan ‘
empat cuci tan Sl ate
berbeda di area
pasar
Minimal 1 (Dapat melampirkan foto dan/atau
21 Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
22, | CCTV pada 2 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
yang berbeda
Minimal 1 {Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
2% Ares sorbaguna sda informasi terdokumentasi terkait)
Pos Pelayanan (Dapat melampirkan foto dan/atau
25. ada & A J 7
keschatan pasar informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
28 Pol kraminnan wiie informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
27.. | Arvea memknk ada informasi terdokumentasi terkait)
S (Dapat melampirkan foto dan/atau
AL, | g enitv o informasi terdokumentasi terkait)
o (Dapat melampirkan foto dan/atau
29:. | Area penghijsusn ada informasi terdokumentasi terkait)
30 - Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) 5 persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi meja tempat {Dapat melampirkan foto dan/atau
31 pcnju_ala.n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
keseclamatan informasi terdokumentasi terkait)
33 |Penggunaan ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
33. | Jalur evak i ade (l?apat mgtamplrkan foto rfan/azfzu
informasi terdokumentasi terkait)
24 Tabung pemadam d (Dapat melampirkan foto dan/atau
) kebakaran = informasi terdokumentasi terkait)
: = (Dapat melampirkan foto dan/atau
33, Hidran air ada informasi terdokumentasi terkait)
36. | Pencahayaan Sesuai (L_)apat me—lamptrkan foto cfan/alfm
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
S X Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
A% Sitikulast vidars persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
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No Kriteria Tipe II Penilaian Mandiri
a8 | Dintnass Sesuai (Z?apat me_lampirkan Jfoto c{an/at.au
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Pengujian kualitas X {; at melampirkan informasi
39. | uir bersin Setpp il Daxl)erdokume:tasi w:;{am
40. Pc.ngujian limbah Sctiap 6 bulan (Dapat melampirka.n info:71msi
cair terdokumentasi terkait)

e Setiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko/kios/lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko/ko

a1 Ketersediaan tempat nter/pelatar
" | sampah an/ tenda

e Sctiap
fasilitas
pasar

(Dapat melampirkan foto dan/atau
o e/ ks 1 - informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
a4, Pengelolaan sampah o (Dapat melampirkan foto dan/atau
berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
oo s {Dapat melampirkan foto dan/atau
48: | Dightalisani Pasay ncle informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas (Dapat melampirkan foto dan/atau
3 ada % 2 2 3
pedagang informasi terdokumentasi terkait)
a8 Informasi kisaran st (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | harga informasi terdokumentasi terkait)
49. Informasi zonasi o (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
. (Dapat melampirkan foto dan/atau
- e i) s informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola * Kcepala {Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi

e Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,

* Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan

¢ Bidang
Pemeliharaas
n,

Kebersihan
dan Sanitasi
52. | Jumlah pengelola Minimal 4 (Dapat melampirkan foto dan/atau
Orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi {Dapat melampirkan foto dan/atau
ada : x . :
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar
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Kriteria Tipe II

Keterangan:
1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan

tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus

menerus
3.Yang dimaksud dengan “ada”™ adalah area atau ruangan terscbut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria Tipe III Penilaian Mandiri
Jumilah pedagang o (Dapat melampirkan
1 terdaftar 230 =300 orang terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Lokasi Pasar Sesuai ll?apat me_lamp:rkan foto c{an/ atfzu
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang -
memerlukan
bersuhu beku
6 Keamanan dan Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
' Kenyamanan persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 2 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang 212".';“8! -
' dagan
gang i 1o
minimal 1
m- *)
Aksesibilitas/ akses ada Papat melampirkan foto dan/ atau
8. otk kaloar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada )
ada, minimal (Dapat melampirkan foto dan/atau

Akses untuk kursi

bidang miring

informasi terdokumentasi terkait)

pasar

roda untuk masuk
arca pasar
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi o Pnngan
kering
e Siap saji
e Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
Arca bongkar muat ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
12, = : . s
barang ada *) informasi terdokumentasi terkait)
13 Lebar Minimal 1,5 m | (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | koridor/ gangway Minimal 1 m *) informasi terdokumentasi terkait)
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 2 Pos | (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)
15. | Pelaksanaan sidang Minimal 1 kali | (Dapat melampirkan foto dan/atau
tera/ tera ulang dalam | tahun informasi terdokumentasi terkait)
16; | Kmitor pengeion di dalam lokasi | (Dapat melampirkan foto dan/atau

informasi terdokumentasi terkait)
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Lokasi toilet dan Niribial Batudi (Z?apat me_lamptrkanjolo c{an/at.au
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17. 5 taals st 2 pada 1 lokasi
(terpis _an ra pria yang berbed
dan wanita)
Minimal 2 toilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 2 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang d {Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas R informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 2
20, | T t tangan '
empat cuci tan R e
berbeda di area
pasar
Minimal 1 (Dapat melampirkan foto dan/atau
21 Ruang ASI ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
22 coTv Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
% pada 1 lokasi informasi terdokumentasi terkait)
Minimal 1 (Dapat melampirkan foto dan/atau
23. | Ruang peribadatan ruang informasi terdokumentasi terkait)
ada *)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
24=: | Arceacrbaguna mln informasi terdokumentasi terkait)
25 Pos Pelayanan dilta (Dapat melampirkan foto dan/atau
- keschatan pasar informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
99 |Poa kosmana in informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
q1:; | Axex meroink i informasi terdokumentasi terkait)
28. | Ruang sanitasi ada lpapat mefamptrkan foto ¢?an/ alflu
informasi terdokumentasi terkait)
- (Dapat melampirkan foto dan/atau
29., | Area ponghijauan ada informasi terdokumentasi terkait)
10 tai Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
} persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi meja tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
a1, pcn_]t{ala_n dari Minimal 60 em informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32, |Pengsunaan s ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
33:. | Jalbrevakuas il (I:')apat me_lampzrkan foto c{an/azgu
informasi terdokumentasi terkait)
24 Tabung pemadam d (Dapat melampirkan foto dan/atau
” kebakaran o informasi terdokumentasi terkait)
35. | Hidran air . (L:)apat me}ampzrkan foto rfan/azfm
informasi terdokumentasi terkait)
36. | Pencahay Sesuai (I_Japat me_lamplrkan foto Qan/ atfzu
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
y ¢ Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
37 e mal udara persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
38. | Dminase Sesuai {Dapat melampirkan foto dan/atau
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No Kriteria Tipe III Penilaian Mandiri
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Pengujian kualitas z {Dapat melampirkan informasi
39 air s::sih Setlap 1 tatmn a’:erdokume‘:uasi tzr{m’t}
30. Pc.ngujian limbah Sctiap 1 tahun (Dapat melampirkqn irg’o::masi
cair terdokumentasi terkait)

e Sctiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko/kios/lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko /ko

a1 Ketersediaan tempat nter/pelatar
° | sampah an/ tenda

e Sctiap
fasilitas
pasar

‘Dapat melampirkan foto dan/atau
42,. | Alat angkut sampah uis (in[on'nasi tggokume{;ltasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
a4, Pengelolaan sampah T (Dapat melampirkan foto dan/atau
berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
o T 2 at me irkan foto dan/atau
46 Digitalinasi Pasar nda %masiﬂokumemasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
a7 Informasi identitas St (Dapat melampirkan foto dan/atau
pedagang informasi terdokumentasi terkait)
a8 Informasi kisaran ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | harga informasi terdokumentasi terkait)
49. Informasi zonasi ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
50. | Prosedur kerja/SOP ada (Bapat melampirkan foia. dan/ ata
informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola e Kepala (Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi

e Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,

¢ Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan

¢ Bidang
Pemcliharaa
n,

Kebersihan
dan Sanitasi
52. | Jumlah pengelola Minimal 3 (Dapat melampirkan foto dan/atau
Orang informasi terdokumentasi terkait)
53. Program aktivasi ade (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar
Keterangan:
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1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing

2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan
terscbut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan seccara terus
menerus

3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah arca atau ruangan tersebut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar:
Alamar Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:
No Kriteria 'ripe v Penilaian Mandiri
Jumilah pedagang (Dapat melampirkan informasi
1 terdaftar <230 aeang terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum
2. Legalitas ada
3. Loknsi Pasar Sesuai ll?apar mglampirkan Jfoto cfan/at.au
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
P Kebersihan dan Sesuai norma (Dapat melampirkan foto dan/atau
) keschatan penilaian informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
penyimpanan bahan informasi terdokumentasi terkait)
5. pangan yang -
memerlukan

bersuhu beku

Keamanan dan

Sesual norma

(Dapat melampirkan foto dan/atau

Akses untuk kursi

bidang miring

& Kenyamanan penilaian informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis
Minimal 1 m? (Dapat melampirkan foto dan/atau
* Kios/toko informasi terdokumentasi terkait)
7 Ukuran luas ruang 21;1";!181 2
' dagan
gang i 1aa
minimal 1
m- *)
Aksesibilitas/ akses ada (I?apat me_lampirkanfoto cfan/alfzu
8. untalc keluar informasi terdokumentasi terkait)
masuk kendraan ada )
ada, minimal (Dapat melampirkan foto dan/atau

informasi terdokumentasi terkait)

roda untuk masuk
arca pasar
e Pangan (Dapat melampirkan foto dan/atau
basah informasi terdokumentasi terkait)
10. | Zonasi o Pnngan
kering
e Siap saji
e Non pangan
Proporsional (Dapat melampirkan foto dan/atau
11. | Area parkir dengan luas informasi terdokumentasi terkait)
lahan pasar
12. Arca bongkar muat ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
barang ada *) informasi terdokumentasi terkait)
13 Lebar Minimal 1,2 m | {Dapat melampirkan foto dan/atau
X koridor/ gangway Minimal 1 m*) informasi terdokumentasi terkait)
14. | Jumlah Pos Ukur Minimal 1 Pos | (Dapat melampirkan foto dan/atau
Ulang informasi terdokumentasi terkait)

15. Pelaksanaan sidang
tera/ tera ulang

Minimal 1 kali
dalam | tahun

(Dapat melampirkan foto dan/atau
informasi terdokumentasi terkait)

16. | Kantor pengelola

Ada

(Dapat melampirkan foto dan/atau
informasi terdokumentasi terkait)
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Lokasi toilet dan Mirifial berida (l?apat me.lamptrkanfom c.fan/at.au
kamar mandi informasi terdokumentasi terkait)
17. teroiaahs sate 2 pada 1 lokasi
(terpis _an ra pria yang berbed
dan wanita)
Minimal 1 toilet | (Dapat melampirkan foto dan/atau
18. | Jumlah toilet pria dan 1 toilet informasi terdokumentasi terkait)
wanita
19 Toilet penyandang d (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | disabilitas R informasi terdokumentasi terkait)
Minimal berada | (Dapat melampirkan foto dan/atau
pada pintu informasi terdokumentasi terkait)
. masuk, dan 2
20, | T t ta ‘
empat cuci tangan St VAT
berbeda di area
pasar
ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
21. |R ASI
uang ada *) informasi terdokumentasi terkait)
22 coTv (Dapat mglamptrkan Jfoto c{an/atgu
informasi terdokumentasi terkait)
23 y ada (Dapat melampirkan foto dan/atau
- | Ruang peribadatan ada *) informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
24, |A bagun =
g 2 informasi terdokumentasi terkait)
25 Pos Pelayanan d (Dapat melampirkan foto dan/atau
i keschatan pasar aaa informasi terdokumentasi terkait)
(Dapat melampirkan foto dan/atau
2
2 i — informasi terdokumentasi terkait)
27. | Area merokok ada I[?apat mglamptrkan foto dan/ atgu
informasi terdokumentasi terkait)
B (Dapat melampirkan foto dan/atau
2 san -
28. | Ruang g informasi terdokumentasi terkait)
2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
2
20;. |Avex penghijaaan Wit informasi terdokumentasi terkait)
. Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
30. | Lantai : : . :
persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
Tinggi mecja tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
a1, pcnju_ala.n dari Minimal 60 cm informasi terdokumentasi terkait)
lantai, di zona
pangan
Prosedur (Dapat melampirkan foto dan/atau
kesclamatan informasi terdokumentasi terkait)
32 [Penggunaan ada
bangunan dari
kondisi darurat dan
bencana alam
al = (Dapat melampirkan foto dan/atau
A | dabarow g ada informasi terdokumentasi terkait)
34 Tabung pemadam d (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | kebakaran _— informasi terdokumentasi terkait)
x 5 (Dapat melampirkan foto dan/atau
35. | Hid --
Bt informasi terdokumentasi terkait)
Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
g Pencahay persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
. . Sesuai (Dapat melampirkan foto dan/atau
ST | SR e persyaratan informasi terdokumentasi terkait)
38. | Drainase Sesuai (l?apat me—lamplrkan Joto dfzn/ atfm
pcrsyaratan informasi terdokumentasi terkait)
39. | Pengujian kualitas Setiap 1 tahun (Dapat melampirkan informasi
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No Kriteria Tipe IV Penilaian Mandiri
air bersih terdokumentasi terkait)
Pengujian limbah z (Dapat melampirkan informasi
a0 cairgu} Setlap 1. tatmn ’:erdokumepr:msi ter{aix)

e Sectiap (Dapat melampirkan foto dan/atau
toko /kios /lo informasi terdokumentasi terkait)
s/jongko /ko

a1, f:;;‘:;‘diaan tempat ;:T;{aran /
tenda

e Sctiap
fasilitas
pasar

(Dapat melampirkan foto dan/atau
A2 |0k sngkot sampel in informasi terdokumentasi terkait)
Tempat (Dapat melampirkan foto dan/atau
43. | pembuangan ada informasi terdokumentasi terkait)
sampah sementara
a4 Pengelolaan sampah iy (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | berdasarkan 3R informasi terdokumentasi terkait)
Sarana teknologi (Dapat melampirkan foto dan/atau
45. | informasi dan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunikasi
A , (Dapat melampirkan foto dan/atau
e - Amemeeaec . unae informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan
47 Informasi identitas o (Dapat melampirkan foto dan/atau
" | pedagang informasi terdokumentasi terkait)
48. Informasi kisaran adi (Dapat melampirkan foto dan/atau
harga informasi terdokumentasi terkait)
40 Informasi zonasi o (Dapat melampirkan foto dan/atau
"~ | pasar informasi terdokumentasi terkait)
50. | Prosedur kerja/SOP ada (papat me!ampirkan Joto d.an/at.au
informasi terdokumentasi terkait)
51. | Struktur Pengelola ¢ Kepala (Dapat melampirkan foto
Pasar, dan/atau informasi

* Bidang terdokumentasi terkait)
Administrasi
dan
Keuangan,

¢ Bidang
Ketertiban
dan
Keamanan

* Bidang
Pemeliharaa
n,

Kebersihan
dan Sanitasi
52. | Jumlah pengelola Minimal 2 (Dapat melampirkan foto dan/atau
Orang informasi terdokumentasi terkait)
53. | Program aktivasi (Dapat melampirkan foto dan/atau
pasar e informasi terdokumentasi terkait)
54. | Program (Dapat melampirkan foto dan/atau
pemberdayaan ada informasi terdokumentasi terkait)
komunitas pasar

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
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2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus™ adalah area atau ruangan
terscbut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan sccara terus
menerus
3.Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat
digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu
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2. Kriteria Penilaian Mutu/Kelas Pasar Rakyat berdasarkan Kesesuaian
terhadap hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

terpenuhi

Persyaratan (kuantitatif)
Tipe Pengelolaan
Umum (4.1) Teknis (4.2) ‘f:lg’
Tipe 1 (2750 pedagang terdaftar)
- Mutu l 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat utama. .
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat LA
kesesuaian penunjang terpenuhi

Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)

terpenuhi

- Mutu 1 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat npama:
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat MR,
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)
- Mutul 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat ntama:
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
- Mutu 2 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 25% -60% tingkat utams:
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)
- Mutu 1 60% - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
terpenuhi utama terpenuhi kesesuaian
- 61% -100% tingkat e d A
kesesuaian penunjang terpenuhi
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Mutu 2 60% terpenuhi | - 100% tingkat kesesuaian 100% tingkat
utama terpenuhi kescesuaian
- 25% -60% tingkat utama
kesesuaian penunjang terpenuhi
terpenuhi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.

KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

A.  Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI

sebagai berikut:
No Nomor SNI Judul SNI
Kebersihan, Keschatan, Keselamatan, dan
: Kclestarian Lingkungan Tempat
1 BNI:9042:2021 Penyelenggaraan dan Pendukung

Kegiatan Pariwisata

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata,

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI
ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI
9042:2021.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi
pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi
permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka
1.3.
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1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
dengan lokasi tunggal (single site).

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan personel  yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
Sertifikasi;

2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat
penyelenggaraan  dan  pendukung  kegiatan
pariwisata  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata
jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi;

2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung
kegiatan pariwisata;

4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk
layanan yang diberikan;

5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;

6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata,
menyertakan daftar dan informasi pemenuhan
persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik
wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat
penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di
kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi; dan

7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata,
menyertakan daftar dan informasi pemenuhan
persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik
wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok
wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan
cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi
wisata yang diajukan Sertifikasi.

c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan
penduku.ng kegiatan pariwisata:

struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah

personil pengelola tempat penyelenggaraan dan

pendukung kegiatan pariwisata;
2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan

Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada
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SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi; dan
3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata
menyampaikan informasi terdokumentasi terkait
daya tarik wisaya, fasilitas tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung
pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021,
2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
huruf D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permochonan Sertifikasi harus dilakukan
oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan
lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 1
Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi.

2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang
diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan
oleh pemohon telah lengkap dan memenubhi
persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan
LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjavan permohonan belum lengkap
sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan
untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan LSUP,

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai
jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan
proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan

dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan
penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan

LSUP.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan,
waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi
sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan
dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan
untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi
pada jam operasional atau jam sibuk tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata,
untuk melihat kondisi saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran
1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi;
dan

2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal
minimal 2 (dua) mandays, Surveilan 1 (satu) mandays,
dan resertifikasi 2 (dua) mandays, Penambahan
mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas,
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dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.
Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha
dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah
karyawan, dan skala usaha.

Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di
tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
(onsite) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan
dan  konsistensi pemohon  dalam  mengelola tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai
dengan persyaratan SNIL

2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan
evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria
evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI
9042:2021.

3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan
sesuai SNI 9042:2021.

4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi
dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI
9042:2021.

6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
hari terakhir audit.

7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses
Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap
berikutnya.

Tinjauan dan Keputusan
1. Tinjauan

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi
dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pememuhan SNI 9042:2021
yang diajukan untuk disertifikasi.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.
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2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan
dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI
9042:2021.

2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.

2.7 Apabila pemohon  menunjukkan  keinginan  untuk
melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan
tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat
menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses
Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan,

2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai
dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka
permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.

3. Bukti kesesuaian
3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan
keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada
pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi.
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah
diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya:

b) nama dan alamat LSUP;

c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

d) nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata;

e) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI
9042:2021,;

h) status akreditasi atau pengakuan LSUP;

i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh LSUP
1.1 Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan
Surveilan. Surveilan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun
sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.
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1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit
sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut
hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang
mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat
kritikal yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan
kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.

1.3 Keputusan Surveilan mengacu pada huruf F tanpa dilakukan
tahapan pada huruf F angka 1.

2. Sertifikasi ulang

2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.

2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan
sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa
berlaku sertifikat berakhir, maka:

a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak
LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
dan

b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh
pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.

2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan
tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan
dan keputusan pada huruf D, E dan F.

2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3
(tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar
(force majeure) sehingga auditor LSUP tidak dapat melakukan
audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan
audit jarak jauh (remote audifj dengan menggunakan media
dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon
untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak
lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.

2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup
dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun
terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi
terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah
maupun bersamaan dengan Surveilans.

3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam
kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi
dan terbatas pada permasalahan yang ada.

4. Berdasarkan  hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat
ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka
LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon
mencantumkan tanda SNI  sejak  tanggal terjadinya
ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali
setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi
oleh LSUP.
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I.  Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
1.1 LSUP membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak
terbatas:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada
LSUP.

1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSUP melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon
namun tidak terbatas:

a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma
(asusila} yang berlaku;

b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas

waktu yang ditentukan;
c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSUP.

J. Keluhan dan Banding
LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan
banding.

K. Informasi Publik

LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai
persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat
penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi,
dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan
yvang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain
(LSUP penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya, atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.

3. Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSUP penerima.

4. ‘Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer
Sertifikasi.
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5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit
dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian)
dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau
Surveilan) yang sedang berjalan.

6. LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan
transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses
transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi
terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka
LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap
pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit.
Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima
menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat
dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan
hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa
transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.

Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI
9042:2021 adalah sebagai berikut:

SN
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atau

Dengan ukuran:

x = .

Keterangan:
y=1Ix
r=0,5x

Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia Care scsuai
pedoman yang dikeluarkan Kemenparckraf

dengan
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Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahanan Personel yang | *Auditor Personel Pengambil
melakukan yang Keputusan
tinjauan melakukan
permohonan tinjauan
hasil
cvaluasi
Pemahaman tentang SNI v v v v
ISO IEC 17065
Pemahaman tentang proses v v v v

dan prosedur Sertifikasi
yang ditetapkan olch LSUP

Pemahaman dan v
pengalaman tentang
prinsip, praktik dan teknik
audit sesuai SNI1 ISO 19011

Pengetahuan persyaratan v v v v
SNI 9042:2021 Kebersihan,
Keschatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan

Pemahaman tentang sistem v v v
manajemen vang rclevan.

pemahaman dan/atau v v v
pengalaman tentang scktor
bisnis jasa atau tempat
penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan
pariwisata sesuai dengan
ruang lingkup yang
discrtifikasi®)

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI

Pengelolaan pendakian gunung sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:
Nama Produk Persyaratan SNI
Pengelolaan pendakian SNI 8748:2019 Pengelolaan
gunung pendakian gunung

B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung
mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan pendakian gunung.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
Pengelolaan pendakian gunung dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian — Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses,
dan Jasa, untuk lingkup sebagaimana huruf A.

Dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan
pendakian gunung, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat
menunjuk LPK sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh
informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
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1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan
Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan
tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan  atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permochonan
Sertifikasi;

2. dokumen  legalitas operasional pengelolaan
pendakian gunung dari instansi/lembaga yang
berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin
berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan
merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3. pemnyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas
pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau
informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang layanan pendakian gunung:

1. nama/lokasi pengelolaan pendakian gunung yang
diajukan untuk disertifikasi;

2 SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi; dan

3. alamat pengelolaan pendakian gunung.

c, mfonnasi proses pengelolaan pendakian gunung:
struktur organisasi pengelola pendakian gunung,
jumlah personil organisasi pengelola pendakian
gunung, nama dan jabatan personel penanggung
jawab pengelolaan pendakian gunung;

2. informasi terdokumentasi terkait pengendalian
mutu proses pengelolaan pendakian gunung sesuai
kriteria dan persyaratan pengelolaan pendakian
gunung; dan

3. evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1 daftar periksa
evaluasi mandiri;

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa
informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi
yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan
memadai serta dapat memastikan kemampuan
Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti
permohonan Sertifikasi.
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI.
2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan
memenuhi  persyaratan serta pemohon  menyetujui
persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh
Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian
Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
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2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari
permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh
pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana
evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi,
tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap
Pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk
disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan
evaluasi pada jam operasional pengelolaan layanan
pendakian gunung, untuk melihat kondisi pada saat
operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai
berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip,
praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai
SNI;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang SNI 8748:2019;
4. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa atau
pengelolaan pendakian gunung; dan
5. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan
proses pengelolaan pendakian gunung .
Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai 5
dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi
Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1
(satu) dan penilaian tahap 2 (dua).
1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana
dimaksud pada prosedur administratif butir 1.3 terhadap
persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil
evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.

1.3 Auditor menilai hasil evaluasi mandiri yang diajukan oleh
pemohon, apabila hasil evaluasi mandiri memiliki perbedaan
(gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi
memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan
perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan
LSPro.

1.4 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan
perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu)
sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi
Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak
melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1 Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan  melalui
inspeksi/verifikasi terhadap persyaratan persiapan
pendakian, pelaksanaan pendakian, keberlanjutan jalur
pendakian sesuai dengan SNI.
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2.2 Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam
operasional pengelolaan layanan pendakian gunung yang
diajukan untuk disertifikasi.

2.3 Inspeksi/Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan
terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam SNI.

2.4 Inspeksi/verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengelolaan mencakup keberadaan/lokasi,  jumlah,
kelayakan dan fungsinya.

2.5 Penilaian dapat dilakukan dengan metode yang merupakan
kombinasi dari penilaian dokumen, rekaman, simulasi,
wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya.

2.6 Penilaian juga dilakukan terhadap pengendalian dan
penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.

2.7 Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga
Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan
1. Tinjauan
1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan
penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta
tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis.

1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh
orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan
tersebut.

2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk mengulang
proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak
memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.

2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana
disebutkan pada bagian 2.6 disampaikan kepada LSPro
paling lambat 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak
dapat memberikan Sertifikasi. Apabila demikian, proses
Sertifikasi dapat dimulai dari evaluasi tahap 2 sesuai
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pengaturan pada Determinasi butir 2. Apabila permohonan
diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan
tidak dapat memberikan sertifikasi maka proses Sertifikasi
harus dimulai sejak awal sesuai dalam pengaturan prosedur
administratif.

3. Bukti kesesuaian
3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi
menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian
berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:
a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik
lainnya;
b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
c) nama dan alamat LSPro;
d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat),

e) nama dan alamat organisasi pengelola (bila berbeda
dengan alamat pemohon);

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. nama/lokasi pendakian gunung yang dinyatakan

memenuhi persyaratan dalam SNI;

2.  SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
3. alamat lokasi pengelolaan pendakian gunung;

h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;

i)  tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
vang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan Surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan
kunjungan surveilan paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode
Sertifikasi. Surveilan 1 {satu) dilakukan paling lambat 18
(delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilan
2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan
setelah surveilan 1 (satu).

1.2 Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi
berupa inspeksi/verifikasi sarana dan prasarana, serta
penilaian pengelolaan pendakian gunung.

1.3 Apabila pada saat batas waktu Survexlan terjadi kondisi kahar
(force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak
dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan
menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan
bukti objektif.

2. Sertifikasi ulang
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2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat
berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. LSPro dapat
meminta produsen untuk mengajukan Sertifikasi ulang paling
lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi
berakhir.

Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada

saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka:

a. jika keterlambatan disebabkan oleh pihak LSPro,
pemohon diberikan surat keterangan sedang dalam
proses Sertifikasi; atau

b. jika keterlambatan disebabkan oleh pemohon, Sertifikasi
tidak diteruskan dan sertifikat tidak berlaku.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan
tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta
tinjauan dan keputusan.

2.3 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.4 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi
kondisi kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga
Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon,
maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote
audiff dengan menggunakan media yang disepakati untuk
mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi
yang ada.

2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya
keluhan atau informasi.

3. Kegiatan evaluasi khusus dapat dilakukan melalui observasi
tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian
dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan
kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI
sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI
dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan
dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

I.  Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
1.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang
diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau
saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang
ditentukan; atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi
kepada LSPro.
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1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling
lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

a) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan
sebagaimana disebutkan di 1.1 huruf a dan 1.1 huruf b.

b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi
kepada LSPro.

1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan
oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J. Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan
keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan
imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi
Pengelolaan pendakian gunungyang disertifikasi, dibekukan dan
dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi,
dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang
masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro
lain (LSPro penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status
akreditasinya; atau
b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.

3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,
maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan
LSPro penerima.

4. ‘Transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro
penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama
dengan LSPro penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari
LSPro penerbit (laporan inspeksi/verifikasi dan laporan
ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi
ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.

6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan
transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses
transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi
terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka
LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap
pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit.
Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima
menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat
dilakukan.
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8, Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro
penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer
Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat
mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima
memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

M. Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur
tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI
dan tanda kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan
penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian yang telah memenuhi SNI
adalah sebagai berikut:
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi usaha
pariwisata sebagaimana Lampiran 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI
dan uraian penilaian kesesuaian.

Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi usaha pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1; dan

2. Peraturan terkait Usaha pariwisata.

Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi
usaha pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian — Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan
Jasa dengan ruang lingkup sesuai huruf A.

Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan
Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh
informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai
Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian
persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung
jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;

2, legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. apabila pemohon menjalankan wusaha pariwisata
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara
hukum untuk menjalankan usaha pariwisata dengan
merek pihak lain;
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4. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mengalihdayakan usaha pariwisatanya kepada
pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan
perjanjian alih daya usaha pariwisata dengan pihak
lain; dan

5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh
atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia
memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi
yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi usaha pariwisata:
1. jika relevan, nama/merek, usaha pariwisata yang

diajukan untuk Sertifikasi;

2. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang
diajukan untuk Sertifikasi;

3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan Sertifikasi;

4. alamat usaha pariwisata;

5. informasi tentang profil usaha pariwisata termasuk
layanan yang diberikan;

6. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah
personel/karyawan

7. daftar sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan

8. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan usaha
pariwisata termasuk prosedur yang dipersyaratkan
dalam SNI (dapat melihat Lampiran 1).

2. Seleksi
2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian
informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf
D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh
personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup
permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 2.

2.1.3 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi
yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan
oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan,
serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi
untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai
persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi tidak
melanjutkan proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan Ilengkap dan

memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan

dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga

Sertifikasi dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi

oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
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2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan
Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga
Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup
tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda
evaluasi sesuai dengan ruang lingkup Usaha pariwisata
yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi
pada jam operasional atau jam sibuk usaha pariwisata,
untuk melihat kondisi saat operasional.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim
audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran
2

2.4 Pelaksahaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik
sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat
penyelenggaraan usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.

2. Audit dan inspeksi dilakukan untuk memastikan kemampuan dan
konsistensi pemohon dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai
dengan seluruh persyaratan SNI.

3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan SNI.

4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi
dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi,
demonstrasi, atau metode audit lainnya.

5. Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan fasilitas usaha pariwisata
sesuai dengan persyaratan SNIL

6. Durasi pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Lampiran 1.

7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari
terakhir audit.

8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan
terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu
yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses
Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap
berikutnya.

9. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik
sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan hasil evaluasi

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari
pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi,
determinasi dan tindakan perbaikan.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi
tertulis tentang pemenuhan SNI usaha pariwisata yang diajukan
Sertifikasi oleh Pemohon.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi
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dengan persyaratan kompetensi yang mengacu pada Lampiran
2.

Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan
tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan
keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang
atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada
pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan
keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan
keputusan tersebut.

2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan
proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak
memberikan  Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan
oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak
memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.

Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemohon yang telah memenuhi
persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit
harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;

c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);

d) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
1. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang

dinyatakan memenuhi persyaratan

2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
3. nama dan alamat lokasi usaha pariwisata;

f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian
Sertifikasi;

g) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;

h) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta
riwayat sertifikat; dan

i) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel
yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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G. Pemeliharaan Sertifikasi

1.

Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui
kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan
kunjungan Surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak
antar Surveilan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai
dengan Huruf E.

1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi keadaan kahar
(force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat
melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui
audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang
disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

1.4 Durasi pelaksanaan evaluasi pada tahap Surveilan mengacu
pada Tabel 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian
penilaian kesesuaian.

1.5 Pelaksanaan tahap Surveilan juga mengacu pada hal-hal
spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada
pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 9
(sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa
berlaku sertifikat berakhir, maka:

a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh Lembaga
Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam
proses Sertifikasi; dan

b) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon,
maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat
tidak berlaku.

2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan
pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan
keputusan.

2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan
ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan
kahar (force majeure) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak
dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat
dilakukan dengan audit jarak jauh (remote audifj menggunakan
media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1.

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam
rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang
ada.

Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi
yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk
melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan
atau informasi.
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3. Berdasarkan  hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat
ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI, maka Lembaga
Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon
mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian
tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan
tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga
Sertifikasi.

I.  Ketentuan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
a) tidak bersedia untuk dilakukan Surveilan dan/atau evaluasi

khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi pada saat Surveilan dan/atau saat
evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada
Lembaga Sertifikasi.

1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan
Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

1.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila
pemohon:

a) terbukti melanggar hukum;

b) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan
Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

c¢) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada
Lembaga Sertifikasi.

1.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau
pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh
faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang
ditemukan.

J. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan
dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas
pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus memublikasikan informasi kepada publik
sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan
yvang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga
harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

L. ‘Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih
berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit)
kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).

2. ‘Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
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a) Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut
status akreditasinya; atau
b) pemohon ingin mengganti Lembaga Sertifikasi penerbit.

3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan Lembaga
Seritifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga
Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga
Sertifikasi penerima.

4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus
mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga
Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang
sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat
SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari
Lembaga Sertifikasi penerbit (berupa laporan audit dan laporan
ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi
ulang dan/atau Surveilan) yang sedang berjalan.

6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap
permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah
proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer
Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga
Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat
melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan
koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil
evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan
keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus
diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga
Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku
sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi
penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan
transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon
dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila
berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan
bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi
penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga
Sertifikasi penerbit.

Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan
persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata
cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda
kesesuaian.

2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada
BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam
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Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan
tanda SNI dan tanda kesesuaian

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi
SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r=0,5x
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Lampiran 2 Kompectensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan

Personel yang
melakukan
tinjauan
permohonan

*Auditor

Personel yang
melakukan
tinjauan hasil
evaluas

Pengambil
Keputusan

1)

Pemahaman tentang SNI [SO
IEC 17065

v

v

Pengetahuan tentang proscs
dan prosedur Secrtifikasi yang
ditetapkan  olech Lembaga
Sertifikasi

v

3)

Pengetahuan dan pengalaman
tentang prinsip, praktik dan
Teknik audit sesuai SNI ISO
19011

4)

Pengetahuan  tentang  SNI
Usaha Pariwisata vang
relevan sesuai Ruang Lingkup
Huruf A

5)

Pemahaman tentang sistem
manajemen yang relevan

Pengetahuan dan pengalaman
tentang scktor bisnis jasa
atau usaha pariwisata

v

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

www.peraturan.go.id



